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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 
A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 
dilihat pada tabel berikut: 
1. Konsonan 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan 
ب ba b be 
ت ta t te 
ث ṡa ṡ es (dengan titik di atas) 
ج jim j je 
ح ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) 
خ kha kh ka dan ha 
د dal d de 
ذ żal ż zet (dengan titik di atas) 
ر ra r er 
ز zai z zet 
ش sin s es 
ش syin sy es dan ye 
ص ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) 
ض ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) 
ط ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) 




ع „ain „ apostrof terbalik 
غ gain g ge 
ف fa f ef 
ق qaf q qi 
ك kaf k ka 
ل lam l el 
و mim m em 
ٌ nun n en 
و wau w we 
ِ ha h ha 
ء hamzah ʼ apostrof 
ى ya y ye 
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 
apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda („). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tuggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 ؘا fatḥah a a 
 ؚا kasrah i i 




Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 
dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 ؙٸ fatḥah dan yā‟ ai a dan i 
ٷ fatḥah dan wau au a dan u 
Contoh: 
  يَك َف : kaifa 
 َل  وَه: haula 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakatdan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
 ؘى ... |  ؘا  ... fatḥah dan alif atau yā‟ ā a dan garis di atas 
ى kasrah dan yā‟ ī i dan garis di atas 
 ؙو dammah dan wau ū u dan garis di atas 
Contoh: 
 َتاي: māta 
يَيَر: ramā 
 َم ِيل: qīla 
  ت  وًَي : yamūtu 




Transliterasi untuk tā‟ marbūṭahada dua, yaitu: tā‟ marbūṭahyang hidup atau 
mendapat harakat fatḥah, kasrah,dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan 
tā‟ marbūṭahyang mati atau mendapat harakat sukun,transliterasinya adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan tā‟ marbūṭahdiikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaankedua kata itu terpisah, maka tā‟ 
marbūṭahituditransliterasikan dengan ha (h). 
Contoh: 
ةَض  وَر  ؙاﻷ  ط ِلاَف : rauḍah al-aṭfāl 
 ِد ًَ َنا  نا  ةَُ يَةهِضاف : al-madīnah al-fāḍilah 
ة ًَ  كِحَنا: al-ḥikmah 
5. Syaddah (Tasydīd) 
Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arabdilambangkan dengan 
sebuahtanda tasydīd (    ّ  ), dalamtransliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 
huruf (konsonanganda) yang diberi tanda syaddah. 
Contoh: 
 َا  ُبَر  : rabbanā 
 َاُ ي  جَ  : najjainā 
  كَحَنا : al-ḥaqq 
 َىُّعَ: nu“ima 
  و دَع: „aduwwun 
Jika huruf ى ber-tasydid diakhir sebuah kata dan didahuluioleh huruf kasrah 





  يِهَع   : „Alī (bukan „Aliyy atau „Aly) 
  يبَرَع : „Arabī (bukan „Arabiyy atau „Araby) 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkandengan huruf لا (alif 
lam ma„arifah). Dalam pedoman transliterasiini, kata sandang ditransliterasi seperti 
biasa, al-, baik ketika iadiikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. 
Katasandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya.Kata sandang 
ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dandihubungkan dengan garis mendatar 
(-). 
Contoh: 
  ص  ً  َشنا : al-syamsu (bukan asy-syamsu) 
ةنَسن  سَنا : al-zalzalah (bukan az-zalzalah) 
َةفَس هََفنا : al-falsafah 
 َدهَبنا  : al-bilādu 
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‟) hanya berlaku bagi 
hamzahyang terletak di tengah dan akhir kata.Namun, bila hamzah terletak di awal 
kata, ia tidak dilambangkan,karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
Contoh: 
ت  يأ ٌَ  و  ر  : ta‟murūna 
  ع  و َُنا: al-nau„ 
  ء  يَش: syai‟un 




8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalahkata, istilah atau 
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasaIndonesia. Kata, istilah atau kalimat 
yang sudah lazim dan menjadibagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 
sering ditulisdalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam 
duniaakademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya, 
kata al-Qur‟an (dari al-Qur‟ān), alhamdulillah, danmunaqasyah. Namun, bila kata-
kata tersebut menjadi bagian darisatu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi 
secara utuh. 
Contoh: 
Fī Ẓilāl al-Qur‟ān 
Al-Sunnah qabl al-tadwīn 
9. Lafẓ al-Jalālah (الله) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan  huruf lainnya atau 
berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasanominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 
Contoh: 
 ِالله  ٍ يِد dīnullāh  ِللِاب billāh 
Adapun tā‟ marbūṭahdi akhir kata yang disandarkankepada Lafẓ al-Jalālah, 
ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 
 ِالله ِة ًَ حر  يِف  ى هhum fī raḥmatillāh 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 





kapital berdasarkan pedomanejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 
kapital, misalnya,digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, 
bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama dirididahului oleh kata 
sandang (al-), maka yang ditulis dengan hurufkapital tetap huruf awal nama diri 
tersebut, bukan huruf awal katasandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka 
huruf A dari katasandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang 
sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yangdidahului oleh kata 
sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teksmaupun dalam catatan rujukan (CK, DP, 
CDK, dan DR). Contoh: 
Wa mā Muḥammadun illā rasūl 
Inna awwala baitin wuḍi„a linnāsi lallażī bi Bakkatamubārakan 
Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur‟ān 
Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī 
Abū Naṣr al-Farābī 
Al-Gazālī 
Al-Munqiż min al-Ḍalāl 
Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū 
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, makakedua nama terakhir itu harus 
disebutkan sebagai nama akhirdalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: 
Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-
WalīdMuḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu) 
Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr 
ḤāmidAbū) 




Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 
swt.  = subḥānahū wa ta„ālā 
saw.  = ṣallallāhu „alaihi wa sallam 
a.s.  = „alaihi al-salām 
H  = Hijrah 
M  = Masehi 
SM  = Sebelum Masehi 
l.  = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 
w.  = Wafat tahun 
QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli „Imrān/3: 4 
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Judul :  Tinjauan Sosial Yuridis Terhadap Pelaksanaan Wakaf Tunai 
Kota Makassar 
 
Pokok masalah penelian ini adalah bagaimana tinjauan sosial yuridis terhadap 
pelaksanaan wakaf tunai di kota Makassar. Pokok masalah tersebut selanjutnya 
diuraikan ke dalam beberapa sub-masalah atau pertanyaan penelitian, yaitu 1) 
Bagaimana pelaksanaan Wakaf Tunai berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 
2004 Tentang Wakaf di Kota Makassar?, 2) Bagaimana pengelolahan Wakaf Tunai 
oleh Lembaga Wakaf dalam menyejahterahkan masyarakat di Kota Makassar? 
Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Empiris yaitu suatu cara atau 
prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan terlebih dahulu 
meneliti data sekunder yang ada kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap 
data primer di lapangan. Data yang dipergunakan adalah data primer yaitu data yang 
diperoleh langsung dari lapangan dengan menggunakan pedoman wawancara, serta 
data sekunder yang diperoleh dengan metode studi pustaka. Analisis data yang 
digunakan adalah analisis kualitatif yang penarikan kesimpulannya secara deduktif. 
Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui: 1) Pelaksanaan Wakaf Tunai 
berdasarkan Undang-Undang No 41 tahun 2004 tentang Wakaf bahwa pengelolaan 
dan pengembangan harta benda wakaf khususnya wakaf tunai dilakukan dengan 
prinsip syariah, antara lain dapat dilakukan melalui pembiayaan mudharabah, 
murabahah, musharakah, atau ijarah. 2) Pengelolahan Wakaf Tunai oleh Lembaga 
Wakaf untuk menyejahterakan umat di kota Makassar sangat terlihat pada bidang 
pendidikan dan ekonomi.  
Implikasi dari penelitian ini antara lain: masyakarat diharapkan dapat 
mewakafkan harta bendanya dalam bentuk cash/uang tanpa harus menunggu 
memiliki sebidang tanah terlebih dahulu. Bagi masyarakat yang tidak mampu ingin 
merasakan fungsi wakaf tunai bisa langsung mendatangi nadzir atau lembaga wakaf 
tunai yang berwenang dalam pengelolahan wakaf tunai. Dimana nadzir disini 
fungsinya membantu mengelolah dana wakaf untuk dikembangkan oleh masyarakat 






A. Latar Belakang  
Wakaf tunai sudah dikenal sejak abad ke-2 Hijriah, sebagaimana riwayat 
Imam Bukhari yang menyatakan bahwa al-Zuhri, salah seorang ulama terkemuka dan 
peletak dasar kualifikasi hadits, membolehkan wakaf tunai. Sementara praktek wakaf 
tunai dalam pemerintahan Islam pertama kali pada masa Dinasti Utsmani di Mesir, 
pada akhir abad ke-16 (1555-1823 M). pada era Dinasti Utsmani di Mesir, 




Pada tahun 1280 Hijriyah, pemerintahan Turki Utsmani mengeluarkan UU 
yang mengatur masalah pembukuan pelaksanaan wakaf. Dalam UU ini, diatur 
masalah pencatatan wakaf, sertifikasi wakaf, tata cara pengelolahan wakaf, upaya-
upaya untuk mencapai tujuan wakaf dan lain sebagainya. Pada tahun 1287 Hijriyah 
pemerintah Turki juga mengeluarkan UU tentang kedudukan tanah produktif 
kekuasaan Turki yang berstatus wakaf.
2
 
Menjelang abad ke 20 Masehi, terutama pada masa kekuasaan Muhammad 
Ali Pasha, tahun 1891 M, ia berusaha mengatur praktek perwakafan dengan cara 
membentuk Diwan al-Wukuf yang berwenang untuk mengatur dan mengurus wakaf 
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serta membuat perencanaan untuk mengelolah wakaf secara produktif. 
Perkembangan selanjutnya adalah pada tanggal 20 November 1913, lembaga Diwan 
al-Wukuf dirubah menjadi Departemen yang  langsung ditangani oleh seorang 
menteri dibawah kendali  Wizaratul Auqaf.
3
 
Wakaf uang menjadikan hadist ini sebagai pijakan hukum karena menganggap 
bahwa wakaf uang memiliki hakekat yang sama dengan wakaf tanah, yakni harta 
pokoknya tetap dan hasilnya dapat dikeluarkan. Dengan mekanisme wakaf uang yang 
telah ditentukan, pokok harta akan dijamin kelestariannya dan hasil usaha atas 
penggunaan uang tersebut dapat dipakai untuk mendanai kepentingan umat. 
Di Indonesia, wakaf tunai tidak lagi menjadi persoalan. Pada tanggal 11 Mei 
2002 MUI mengeluarkan fatwa yang memperbolehkan wakaf tunai, tentunya setelah 
mengkaji dan mentarjih berbagai pendapat yang dikemukakan, dengan syarat 
pokokwakaf tunai tersebut dijamin kelestariannya. Tahap berikutnya pemerintah 
membuat UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dalam pasal 28-31 UU No. 41 
Tahun 2004 tersebut menyebutkan bolehnya wakaf tunai/uang. Demikian juga pasal 
22-27 PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU Wakaf secara eksplisit 
menyebutkan bolehnya wakaf tunai/uang. Kemudian dikuatkan lagi dengan Peraturan 




Berdasarkan rumusan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 
tentang Wakaf menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk 
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memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian dari harta benda miliknya untuk 
dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan 
kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut 
syariah.  
Pengertian wakaf sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 UndangUndang Nomor 
41 Tahun 2004 tentang Wakaf, diperluas lagi berkaitan dengan Harta Benda Wakaf 
(obyek wakaf) yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) yang menyatakan Harta Benda 
Wakaf meliputi :  
a. Benda tidak bergerak; dan  
b. Benda bergerak. 
Selanjutnya yang dimaksud wakaf benda bergerak, salah satunya adalah uang. 
(Pasal 16 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf).
5
 
Dengan demikian yang dimaksud wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan 
seseorang, kelompok orang dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang. Juga 




Dalam dekade terakhir terjadi perubahan yang sangat besar dalam masyarakat 
Muslim terhadap paradigma wakaf ini. Wacana dan kajian akademis ini kemudian 
merebak ke Indonesia enam tahun terakhir. Salah satu pembahasan yang mengemuka 
adalah wakaf tunai. Wakaf tunai sebenarnya sudah menjadi pembahasan ulama 
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terdahulu; salah satunya Imam az-Zuhri yang membolehkan wakaf uang (saat itu 
dinar dan dirham). Bahkan sebenarnya pendapat sebagian ulama mazhab al-Syafi‟i 
juga membolehkan wakaf tunai. Mazhab Hanafi juga membolehkan dana wakaf tunai 
untuk investasi mudharabah atau sistem bagi hasil lainnya. Keuntungan dari bagi 
hasil digunakan untuk kepentingan umum.
7
 
Sebagai contoh apabila wakaf uang dapat diimplementasikan maka ada dana 
potensial yang sangat besar yang bisa dimanfaatkan untuk pemberdayaan dan 
kesejahteraan ummat. Jika saja terdapat 1 juta saja masyarakat Muslim yang 
mewakafkan dananya sebesar Rp 100.000, maka akan diperoleh pengumpulan dana 
wakaf sebesar Rp 100 milyar setiap bulan (Rp 1,2 trilyun per tahun). Jika 
diinvestasikan dengan tingkat return 10 persen per tahun maka akan diperoleh 
penambahan dana wakaf sebesar Rp 10 miliar setiap bulan (Rp 120 miliar per tahun). 
Dan apabila umat Islam di Indonesia berwakaf uang secara variatif dilihat dari 
pendapatan pukul rata umat Islam per bulan maka cukup membuka peluang besar 
untuk efektifitas wakaf uang bagi bangsa Indonesia.
8
 
Di Indonesia, praktek wakaf produktif atau wakaf tunai masih tergolong baru 
contohnya Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) Dompet Dhuafa Republika. 
Lembaga otonom dompet dhuafa republika ini memberikan fasilitas permanen untuk 
kaum dhuafa di gedung berlantai empat, lengkap dengan operasional medic 24 jam 
dan mobile-service. LKC adalah obyek wakaf uang yang efektif, memberi secercah 
harapan semangat hidup sehat kaum dhuafa. Sedangkan di kota Makassar, 
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Universitas Muslim Indonesia (UMI) salah satu lembaga yang bersumber dari wakaf 
tunai. 
Munculnya pemikiran wakaf tunai/uang yang dipelopori oleh Prof. Dr. M. A. 
Mannan, seorang ekonom yang berasal dari Bangladesh pada dekade ini merupakan 
momen yang sangat tepat untuk mengembangkan instrumen wakaf untuk 
membangun kesejahteraan umat. Paling tidak dengan wakaf uang, minimal ada 4 
(empat) manfaat utama yaitu :
9
 
1. Wakaf tunai/uang jumlahnya bisa bervariasi, sehingga seseorang yang memiliki 
dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu 
menjadi tuan tanah terlebih dahulu;  
2. Melalui wakaf tunai/uang, aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa 
mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan 
pertanian;  
3. Dana wakaf tunai/uang juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga 
Pendidikan Islam yang cash flow-nya terkadang kembang-kempis dan menggaji 
Civitas Akademika alakadarnya;  
4. Pada gilirannya, InsyaAllah Umat Islam dapat lebih mandiri dalam 
mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus tergantung pada anggaran 
pendidikan (APBN) yang memang semakin lama semakin terbatas.  
Wakaf tunai juga dapat menjadi instrumen ekonomi untuk menyelesaikan 
masalah perekonomian yang membelit. Paling tidak, wakaf tunai yang diperkenalkan 
oleh Prof. Dr. M. A Mannan melalui pendirian Social Investment Bank Limited 
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(SIBL) di Bangladesh. SIBL merupakan sebuah Model Perbankan Tiga Sektor diluar 
Perbankan konvensional dan beroperasi secara bersama-sama dengan tujuan 
menghapuskan kemiskinan dan memberdayakan keluarga melalui investasi sosial 
berlandaskan sistem ekonomi parsitipatif.
10
 
Badan khusus yang mengelolah Wakaf adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI), 
sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 
tentang Wakaf dinyatakan bahwa : “dalam rangka memajukan dan mengembangkan 
perwakafan nasional, dibentuk Badan Wakaf Indonesia”.11 Badan ini diharapkan 
dapat mengelola wakaf secara produktif dan profesional, khususnya wakaf tunai 
dengan berdasarkan perumusan Fiqih Wakaf baru. Dalam pengelolaan wakaf uang, 
nantinya Badan Wakaf Indonesia (BWI) harus bekerja sama dengan lembaga 
profesional dan bank-bank syariah. Dengan demikian, harta Wakaf dapat berkembang 
dengan baik dan hasilnya benar-benar dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat.  
Dapat dikatakan bahwa wakaf tunai/uang ini merupakan sumber pendanaan 
yang dihasilkan dari swadaya masyarakat karena sertifikat wakaf tunai ini adalah 
untuk menggalang tabungan sosial serta mentransformasikannya menjadi modal 
sosial dan membantu mengembangkan pasar modal sosial. Selanjutnya melalui 
sertifikat ini berarti menyisihkan sebagian keuntungan dari sumber daya orang kaya 
kepada fakir miskin.  
Dengan demikian akan menumbuhkan tanggung jawab sosial mereka pada 
masyarakat sekitarnya yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan umat. 
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Wakaf tunai produktif dianggap sebagai sumber dana yang sangat bisa diandalkan 
untuk mensejahterakan rakyat miskin. Dari uraian tersebut, merupakan alasan yang 
mendorong penulis untuk menyusun skripsi yang berjudul “Tinjauan Sosial Yuridis 
Terhadap Pelaksanaan Wakaf Tunai Di Kota Makassar”. 
B. Rumusan Masalah 
Di dalam penulisan skripsi ini diperlukan adanya penelitian yang seksama dan 
teliti agar didalam penulisannya dapat memberikan arah yang menuju pada tujuan 
yang ingin dicapai, sehingga dalam hal ini diperlukan adanya perumusan masalah 
yang akan menjadi pokok pembahasan di dalam penulisan skripsi ini agar dapat 
terhindar dari kesimpangsiuran dan ketidak konsistenan di dalam penulisan.  
Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka pokok masalah yang akan 
diajukan dalam penulisan skripsi ini adalah Bagaimana Tinjauan Sosial Yuridis 
Tehadap Pelaksanaan Wakaf Tunai di Kota Makassar. 
Sub masalah dalam penelitian ini adalah: 
1. Bagaimana pelaksanaan Wakaf Tunai berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 
Tahun 2004 Tentang Wakaf di Kota Makassar? 
2. Bagaimana pengelolahan Wakaf Tunai oleh Lembaga Wakaf dalam 
menyejahterahkan masyarakat di Kota Makassar? 
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
1. Fokus Penelitian : 
a. Tinjauan Sosial Yuridis 
b. Pelaksanaan Wakaf Tunai 




a. Pengertian Sosial Yuridis 
Sosial kb. berkenaan dengan khalayak, berkenaan dengan masyarakat, 
berkenaan dengan umum. Yuridis kb.berdasarkan hukum, menurut hukum.
12
 Sosial 
Yuridis adalah bagian dari Sosiologi Hukum, dimana Sosiologi Hukum adalah ilmu 
yang mempelajari fenomena hukum yang bertujuan untuk memberikan penjelasan 
terhadap praktek-praktek hukum. Apabila itu dibedakan kedalam perbuatan UU, 
penerapan dan pengadilan. Sosiologi Hukum juga menjelaskan mengapa praktek itu 
terjadi, sebab-sebabnya, faktor-faktor yang mempengaruhinya, latar belakang, dan 
menyelidiki tingkah laku orang dalam bidang hukum baik sesuai hukum ataupun 
yang menyimpang dari hukum.
13
 
b. Tinjauan Sosial Yuridis Wakaf 
Pembahasan permasalahan dalam penulisan karya ilmiah ini menggunakan 
paradigma fakta sosial, karena permasalahan yang dibahas menyangkut struktur 
sosial (social structure) dan institusi sosial (social institution), dalam hal ini 
menyangkut tentang masyarakat Kota Makassar dan Undang-Undang Nomor 41 
Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dalam hubungan 
dengan fakta sosial ini, maka teori sosial yang dipergunakan adalah teori 
fungsionalisme struktural. Sedangkan teori hukum yang dipergunakan sebagai acuan 
adalah teori social engineering.  
Dengan perkataan lain, suatu institusi hukum pada akhirnya akan dapat 
menjadi hukum yang benar-benar diterima dan digunakan oleh masyarakat ataupun 
suatu komunitas tertentu adalah sangat ditentukan oleh budaya hukum masyarakat 
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ataupun komunitas tertentu adalah sangat ditentukan oleh budaya hukum masyarakat 
atau komunitas yang bersangkutan. 
c. Pelaksanaan 
Pengertian pelaksanaan adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk 
melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan 
ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang 
akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya. 
d. Wakaf Tunai 
Pengertian Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok 
orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, termasuk dalam 




Tentang, Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
No Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 
1 Tinjauan Sosial Yuridis - Pengertian sosial yuridis 
- Tinjauan sosial yuridis wakaf  
2 Pelaksanaan Wakaf Tunai - Pengertian pelaksanaan 
- Pengertian wakaf tunai 
D. Kajian Pustaka 
Adapun setelah penulis mengadakan kajian kepustakaan, penulis menemukan 
judul yang hampir sama. Banyak literatur yang membahas tentang masalah ini, 
namun belum ada literatur yang membahas secara khusus tentang judul skripsi ini. 
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Agar lebih fokus pada pokok kajian maka dilengkapi beberapa literatur yang masih 
berkaitan dengan pembahasan yang dimaksud diantaranya adalah sebagai berikut : 
1. Departemen Agama RI, Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan 
Penyelenggaraan Haji, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf (2005) 
“Wakaf Tunai dalam Perspektif Hukum Islam”. Dalam buku ini membahas 
tentang wakaf tunai dalam segi hukum islam dimana pengertian wakaf tunai 
(cash wakaf/ waqf al-nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok 
orang, lembaga, atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Buku ini juga 
menjelaskan urgensi dan bentuk-bentuk pemanfaatan wakaf uang dalam kegiatan 
ekonomi Islam. 
2. Muhammad Apriadi (2010) “Efektifitas Penghimpunan dan Pengelolahan 
Wakaf Uang Pada Baitulmaal Muamalat (BMM)”. Tujuan peneliti ini adalah 
untuk mengetahui efektifitas penghimpunan dan pengelolahan wakaf uang 
terhadap penambahan jumlah dana wakaf di Baitulmaal Muamalat. Penelitian ini 
menunjukkan bahwa penghimpunan dan pengelolahan wakaf uang pada 
Baitulmaal Muamalat kurang efektif. Faktanya penambahan hasil pengelolahan 
dana wakaf masih relatif kecil dan tidak terjadi kenaikan secara signifikan. 
3. Nazula Yustisia (2008) “Studi Tentang Pengelolahan Wakaf Tunai Pada 
Lembaga Amil Zakat Di Kota Yogyakarta”. Penelitian ini bertujuan 
menjelaskan pengelolahan wakaf uang beserta konsep perencanaan, 
pengorganisasian, kepemimpinan dan pengawasannya Lembaga Amil Zakat di 
kota Yogyakarta. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolahan wakaf tunai 
terhadap Lembaga Amil Zakat Mesjid Syuhada dan Bina Umat Peduli tetap 




dapat menyejahterahkan umat dan telah melaksanakan fungsi manejemen yang 
baik. Penerima wakaf tunai pada LAZ Yogyakarta belum sesuai dengan konsep 
penerimaan wakaf tunai pada lembaga keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang 
LKS-PWU. 
4. Nila Saadati, Lc (2014)“Pengelolahan Wakaf Tunai Dalam Mekanisme 
Pemberdayaan Ekonomi Pesantren (Studi pada Pondok Pesantren At-
Tauhid Al-Islamy Magelang)”. Dalam tesis ini membahas tentang 
pemberdayaan wakaf tunai, pelaksanaan wakaf tunai di Pondok Pesantren dan 
pelaksanaan wakaf tunai untuk kesejahteraan masyarakat dalam ruang lingkup 
Pondok Pesantren At-Tauhid Al-Islamy Magelang. Hasil penelitian ini bahwa 
pemberdayaan ekonomi pesantren sudah tepat sasaran, karena hasil wakaf uang 
dari iuran amal jariyah digunakan untuk kepentingan santri-santri dan manfaat 
operasional yang dirasakan manfaatnya oleh semua santri dan orang-orang 
didalamnya dalam meningkatkan kesejahteraannya, meskipun hasilnya tidak 
terlalu besar tapi hasil wakaf yang diberdayakan ke dalam sektor produktif ini 
sedikit banyak bisa membantu Pondok pesantren dalam perekonomiannya. 
5. Latifah K. Wardhani (2011) “Pengelolahan Wakaf Uang Dalam Bentuk 
Reksa Dana Syariah (Suatu Tinjauan Hukum Pengelolahan Wakaf Uang 
Dalam Bentuk Reksa Dana Syariah di Badan Wakaf Indonesia)”. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan wakaf uang di Indonesia setelah 
berlakunya UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan mengetahui mekanisme 
penerapan pengelolahan wakaf uang dalam bentuk Reksa Dana Syariah di Badan 
Wakaf Indonesia. Reksa dana syariah menjadi instrument yang tepat untuk 




kriteria nadzir yang dapat mengelolah wakaf uang dalam bentuk investasi. 
Namun, sampai saat ini BWI belum mengelolah wakaf uang dalam bentuk Reksa 
Dana Syariah karena masih fokus pada pembinaan nadzir. 
6. Sukarno Al Farizi (2007) “Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Tunai Untuk 
Meningkatkan Kesejahteraan Hidup Umat”.Tesis ini melakukan komparasi 
ke negara lain, agar didapatkan konsep pengelolahan wakaf tunai yang lebih 
optimal di negara kita. Tesis ini pun juga berbeda dengan isu hukum yang 
peneliti angkat, karena tidak melihat aspek pengelolahan wakaf tunai, tapi 
tinjauan  aspek  perlindungan  hukum  bagi  Wakif,  Nazhir  dan  Penerima 
Wakaf tunai, dan jaminan hukum pemanfaatan wakaf tunai oleh lembaga 
keuangan syariah agar sesuai dengan prinsip syariah dan kehendak wakif dalam 
UU Nomor 41 Tahun 2004. 
Oleh karena itu penelitian tentang Tinjauan Sosial Yuridis Terhadap Wakaf 
Tunai di Kota Makassar yang penulis ajukan adalah hasil dalam pengembangan 
literasi-literasi diatas. Dalam penelitian ini, lebih menguraikan tentang pelaksanaan 
dan pengelolahan wakaf tunai dalam ruang lingkup kota Makassar. 
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui: 
a. Pelaksanaan wakaf tunai berdasarkan Undang-Undang No 41 tahun 2004 
tentang Wakaf di Kota Makassar 
b. Pengelolahan wakaf tunai yang dilakukan oleh Lembaga Wakaf untuk 




2. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
a. Manfaat Praktisi 
1) Sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan dan pengelolahan wakaf tunai 
oleh Lembaga Wakaf di Kota Makassar 
2) Sebagai tambahan litelatur terutama yang berkaitan dengan masalah wakaf 
tunai di Kota Makassar 
3) Sebagai bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya mengenai wakaf tunai  
b. Manfaat Akademisi 
1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi 
pembaca pada umumnya, dan khususnya bagi Mahasiswa UIN Alauddin 
Makassar 
2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu referensi bagi 
masyarakat yang ingin menginvestasikan dananya ke lembaga wakaf 













TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF TUNAI 
A. Pengertian Umum Wakaf 
1. Pengertian Wakaf Secara Terminologi 
Masalah wakaf adalah masalah yang paling banyak dibicarakan dan 
diamalkan di kalangan kaum muslimin di Indonesia. Oleh karena itu sesuai dengan 
adat-istiadat mereka sebelum beragama Islam.
15
  
Kata “wakaf” atau “waqf” berasal dari bahasa arab “waqafa” yang artinya 
“menahan” atau “berhenti” atau “diam ditempat”. Kata “waqafa (fiil madi)-
yaqifu(fiil mudari)-waqfan (isim masdar) sama artinya dengan “habasa-yahbisu-
tahbisan” artinya mewakafkan.16 
Disebut menahan karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan dan semua 
tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf. Selain itu dikatakan menahan juga 
karena manfaat dan hasilnya ditahan dan dilarang bagi siapapun selain dari orang-
orang yang berhak atas wakaf tersebut.
17
 
2. Pengertian Wakaf Secara Istilah 
Para ahli fiqih mendifinisikan wakaf mempunyai pandangan yang berbeda-
beda di bawah ini akan dijelaskan pengertian wakaf:
18
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a. Menurut Mazhab Syafi‟i dan Ahmad bin Hambal wakaf adalah melepaskan 
harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif setelah sempurna prosedur 
perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang 
diwakafkan baik menjual, menghibahkan atau mewariskan kepada siapapun.   
b. Menurut Mahzab Hanafi adalah menahan suatu benda yang menurut hukum 
tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaat untuk kebajikan. 
Berdasarkan definisi tersebut maka kepemilikan atas benda wakaf tetap 
menjadi milik si wakif dan yang timbul dari wakif  hanyalah menyedekahkan 
manfaatnya untuk digunakan oleh penerima wakaf. 
c. Menurut Mazhab Malikiyah wakaf adalah tidak melepaskan harta yang 
diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif 
melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta 
tersebut yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaat serta 
tidak boleh menarik kembali wakafnya.  
Ahmad Azhar Basyir berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf ialah, 
menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tidak musnah seketika, dan untuk 
penggunaannya yang dibolehkan, serta dimaksudkan untuk mendapat ridha Allah.
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Menurut fiqh Islam yang berkembang dalam kalangan ahlusunnah, dikatakan 
sah kita mewakafkan binatang. Demikian juga pendapat Ahmad dan menurut satu 
riwayat, juga Imam Malik.
20
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Dari berbagai rumusan pengertian tentang wakaf, dapat diartikan bahwa 
wakaf adalah menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada seseorang 
atau Nazhir (pemelihara atau pengurus wakaf) atau kepada suatu badan pengelola 
dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya dipergunakan sesuai dengan ajaran 
Islam. Benda yang diwakafkan tidak lagi menjadi hak milik yang mewakafkan dan 
bukan pula milik tempat menyerahkan, tetapi menjadi milik Allah.
21
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B. Dasar Hukum Wakaf 
Dalil yang menjadi dasar disyari‟atkannya ajaran wakaf bersumber dari 
pemahaman teks ayat Al-Qur‟an dan juga As-Sunnah. Tidak ada dalam ayat Al-
Qur‟an yang secara tegas menjelaskan tentang ajaran wakaf. Yang ada adalah tentang 
pemahaman konteks terhadap ayat Al-Qur‟an yang dikategorikan sebagai amal 
kebaikan. Ayat-ayat yang dipahami berkaitan dengan wakaf sebagai amal kebaikan 
adalah sebagai berikut: 
Al-Qur‟an Surat Al-Haj ayat 77: 
                             
    
Terjemahannya: 
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“Wahai orang-orang yang beriman! Rukuklah, sujudlah, dan sembahlah 
Tuhanmu; dan berbuatlah kebaikan, agar kamu beruntung”.23 
Al Qurthubi mengartikan “berbuat baiklah kamu” dengan pengertian 
perbuatan baik itu adalah perbuatan sunnah bukan perbuatan wajib, sebab perbuatan 
wajib  adalah kewajiban yang sudah semestinya dilakukan hamba kepada 
Tuhannya.
24
 Salah satu perbuatan sunnah itu adalah wakaf yang selalu menawarkan 
pahala di sisi Allah. Bunyi akhir dari ayat di atas adalah “mudah-mudahan kamu 
sekalian beruntung” adalah gambaran dampak positif dari perbuatan amal kebaikan 
termasuk wakaf. 
Adapun beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah 
perwakafan di Indonesia adalah:
25
 
1. Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 masalah wakaf dapat 
kita ketahui pada pasal 5, pasal 14 ayat 1 dan pasal 49 
2. Peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan  tanah milik 
dikeluarkan untuk memberi jaminan kepastian mengenai tanah wakaf serta 
pemanfaatanya sesuai dengan tujuan wakif.
26
 
3. Inpres No. Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang 
merupakan pengembangan dan penyempurnaan terhadap materi perwakafan 
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yang ada pada perundang-undangan sebelumnya mengenai obyek wakaf (KHI 
Pasal 215 ayat 1), sumpah nazhir (KHI pasal 219 ayat 4), jumlah nazhir (KHI 
pasal 219 ayat 5), perubahan benda wakaf (KHI pasal 225), peranan majelis 




4. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dalam pasal 42 
menjelaskan bahwa dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf 
secara produktif, nazhir dapat bekerja sama dengan pihak ketiga seperti 
Islamic Development  Bank (IDB), Investor, Perbankan Syariah, Lembaga 
Swadaya Masyarakat (LSM), dan lain-lain.
28
 Agar terhindar dari kerugian, 
nazhir harus menjamin kepada asuransi syariah. Hal ini dilakukan agar 
seluruh kekayaan wakaf tidak hilang atau terkurangi sedikitpun.
29
 Upaya 
supporting (dukungan) pengelolaan dan pengembangan wakaf juga dapat 
dilakukan dengan memaksimalkan peran UU Nomor 22 Tahun 1999  Tentang 
Otonomi Daerah yang mendukung pemberdayaan wakaf secara produktif. 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 13 14 berisi tentang masa 
bakti nazhir, pasal 21 berisi tentang benda wakaf benda wakaf bergerak selain 
uang, pasal 39 berisi tentang pendaftaran sertifikat tanah wakaf.
30
 
C. Unsur-unsur dan Rukun Wakaf 
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Dalam bahasa Arab, kata rukun mempunyai makna yang sangat luas. Secara 
etimologi, rukun bisa diterjemahkan dengan sisi yang terkuat. Karenanya, kata rukn 
al sy‟i kemudian diartikan sebagai sisi dari sesuatu yang menjadi tempat bertumpu. 
Adapun, dalam terminologi fiqih, rukun adalah sesuatu yang dianggap 
menentukan suatu disiplin tertentu, dimana ia merupakan bagian integral dari disiplin 
itu sendiri. Atau, dengan kata lain rukun adalah penyempurna sesuatu, dimana ia 
merupakan bagian dari sesuatu itu. 
Oleh karena itulah, sempurna atau tidaknya wakaf sangat dipengaruhi oleh 
unsur-unsur yang ada dalam perbuatan wakaf tersebut. Masing-masing unsur tersebut 
harus menopang satu dengan lainnya.  
Adapun unsur-unsur atau rukun wakaf menurut sebagian besar ulama dan 
fiqih Islam, yaitu ada 5 rukun wakaf yang akan diuraikan di bawah ini:  
1. Orang yang berwakaf (wakif) 
wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
31
 Sebagai subjek 
wakaf, wakif memiliki otoritas penuh terhadap harta yang ingin diwakafkan, untuk 
apa harta tersebut dimanfaatkan bagi kebajikan? Menurut Imam Ali, bahwa “barang-
barang yang diwakafkan itu dilaksanakan seperti yang diinginkan pewakafnya”. 
Karena itu, para ulama mazhab mengatakan, “syarat yang ditetapkan oleh pewakaf 
sama dengan nash syara”. Demikian redaksinya sama dengan redaksi syara‟, dalam 
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arti bahwa ia harus diikuti dan diamalkan. Hal serupa juga terjadi pada orang yang 
bernadzar, bersumpah, berwasiat dan pemberi pernyataan.
32
 
Orang yang mewakafkan (wakif) disyaratkan cakap bertindak dalam 




Wakaf yang dilakukan seorang budak (hamba sahaya) tidak sah, karena 
wakaf adalah pengguguran hak milik dengan cara memberikan hak milik itu 
kepada orang lain. Sedangkan hamba sahaya tidak memiliki hak milik, 
dirinya dan apa yang dimiliki adalah kepunyaan tuannya. Namun demikian, 
Abu Zahrah mengatakan bahwa para Fuqaha sepakat, budak itu boleh 
mewakafkan hartanya apabila ada izin dari tuannya, karena ia sebagai wakil 
darinya. Bahkan Adz-Dzahiri, menetapkan bahwa budak dapat memiliki 
sesuatu yang diperbolehkan dengan jalan waris atau tabarru‟. Bila ia dapat 
memiliki sesuatu berarti ia dapat pula membelanjakan miliknya itu. Oleh 
karena itu, ia boleh mewakafkan,walau hanya sebagai tabarru‟ saja. 
b. Berakal Sehat 
Wakaf yang dilakukan orang gila tidak sah hukumnya, sebab ia tidak 
berakal, tidak mumayyiz dan tidak cakap untuk melakukan akad serta 
tindakan lainnya. Demikian juga wakaf orang lemah mental (idiot), berubah 
akal karena faktor usia, sakit atau kecelakaan, hukumnya tidak sah karena 
akalnya tidak sempurna dan tidak cakap untuk menggugurkan hak miliknya. 
c. Dewasa (Baligh) 
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Wakaf yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa (baligh), hukumnya 
tidak sah karen ia dipandang tidak cakap melakukan akad dan tidak cakap 
pula untuk menggugurkan hak miliknya. 
d. Tidak berada dibawah pengampuan (boros atau lalai) 
Orang yang berada di bawah pengampuan dipandang tidak cakap untuk 
berbuat kebaikan (tabarru,), maka wakaf yang dilakukan hukumnya tidak 
sah. Tetapi berdasarkan istihsan, wakaf orang yang berada dibawah 
pengampuan terhadap dirinya sendiri selama hidupnya hukumnya sah. 
Karena tujuan dari pengampuan ialah untuk menjaga harta wakaf supaya 
tidak habis dibelanjakan untuk sesuatu yang tidak benar, dan untuk menjaga 
dirinya agar tidak menjadi beban orang lain.
34
 




a. Perorangan adalah apabila memenuhi persyaratan dewasa, berakal sehat, 
tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan pemilik sah harta benda 
wakaf 
b. Organisasi adalah apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk 
mewakafkan harta benda milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar 
organisasi yang bersangkutan 
c. Badan hukum adalah apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk 
mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum yang bersangkutan. 
2. Syarat barang yang diwakafkan (Mauquf) 
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Mauquf dipandang sah apabila merupakan harta bernilai, tahan lama 
dipergunakan dan hak milik wakif murni. Benda yang diwakafkan dipandang sah 
apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 
a. Benda harus mempunyai nilai guna 
Tidak sah hukumnya mewakafkan benda yang tidak berharga menurut syara‟ 
yaitu benda yang tidak boleh diambil manfaatnya, seperti benda memabukkan dan 
benda-benda haram lainnya. 
b. Benda tetap atau benda bergerak 
Secara garis umum yang dijadikan sandaran golongan syafi‟iyah dalam 
mewakafkan hartanya dilihat dari kekekalan fungsi atau manfaat dari harta tersebut, 
baik berupa barang tak bergerak, barang bergerak maupun barang milik bersama. 
1) Benda yang diwakafkan harus jelas (diketahui) ketika terjadi akad wakaf. 
Penentuan benda tersebut bisa ditetapkan dengan jumlah seperti 
seratus juta rupiah, atau bisa juga menyebutkan dengan nishab terhadap 
benda tertentu, misalnya separuh tanah yang dimiliki. Wakaf yang tidak 
menyebutkan secara jelas terhadap harta yang akan diwakafkan tidak sah 
hukumnya seperti mewakafkan tanah yang dimiliki, sejumlah buku dan 
sebagainya. 
2) Benda yang diwakafkan benar-benar telah menjadi milik tetap si wakif 
ketika terjadi akad wakaf. 
Jika seseorang mewakafkan benda yang bukan atau belum menjadi 




sah, seperti mewakafkan tanah yang masih dalam sengketa atau jaminan 
jual beli dan sebagainya. 




a. Benda tidak bergerak meliputi: 
1) hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar 
2) bangunan atau bagian bangunan yang terdiri atas bangunan yang terdri di 
atas sebagian dimaksud pada poin diatas. 
3) tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah  
4) hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan syariah dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
b. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Benda bergerak adalah harta yang tidak 
bisa habis karena dikosumsi, meliputi: uang, logam mulia, surat berharga, 
kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lain 
sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku seperti mushaf, buku dan kitab. 
3. Syarat Mauquf ‘alaih 
Mauquf „alaih tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah, hal ini 
sesuai dengan sifat amalan wakaf sebagai salah satu bagian dari ibadah. Selain tidak 
boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah, mauquf „alaih harus jelas apakah untuk 
kepentingan umum seperti untuk mendirikan masjid ataukah untuk kepentingan sosial 
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yang biasa disebut dengan wakaf umum dan bias pula termasuk wakaf gabungan. 
Apabila ditujukan kepada kelompok orang-orang tertentu disebut dengan wakaf 
khusus atau wakaf keluarga yaitu wakaf yang manfaat dan hasilnya diberikan oleh 
wakif kepada seseorang atau sekelompok orang, harus disebutkan nama atau sifat 




Mauquf „alaih tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah, hal ini 
sesuai dengan amalan wakaf sebagai salah satu bagian dari ibadah. Dalam hal ini 
dalam apabila wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, maka nazhir 
dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan 
tujuan dan fungsi wakaf. Di dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, 
disebutkan dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda hanya dapat 
diperuntukan bagi: 
a. sarana  kegiatan ibadah 
b. sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan 
c. bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa 
d. kemajuan dan peningkatan ekonomi umat lainnya dan / atau 
e. kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan 
syariah dan perundang undangan. 
Wakaf berdasarkan bentuk hukumnya dibagi menjadi 2 yaitu: 
a. Wakaf berdasarkan cakupan tujuannya yaitu: 
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1) Wakaf umum adalah wakaf yang tujuannya mencangkup semua orang yang 
berada dalam tujuan wakaf baik untuk seluruh manusia, kaum muslimin 
atau orang-orang yang berada di daerah setempat 
2) Wakaf khusus atau wakaf keluarga adalah wakaf yang manfaat dan 
hasilnya diberikan oleh wakif kepada seseorang atau sekelompok orang 
berdasarkan hubungan dan pertalian yang di maksud oleh wakif.
 
 
3) Wakaf gabungan adalah wakaf yang sebagian manfaat dan hasilnya 
diberikan khusus untuk anak dan keturunan wakif, dan selebihnya 
diberikan untuk kepentingan umum.
38
 
b. Wakaf berdasarkan kelanjutannya sepanjang zaman yaitu: 
1) Wakaf abadi adalah wakaf yang di ikrarkan selamanya dan tetap belanjut 
sepanjang zaman. Wakaf yang sebenarnya dalam Islam adalah wakaf yang 
abadi yang pahalanya berlipat ganda dan terus berjalan selama wakaf itu 
masih ada. Keabadian wakaf biasanya berlangsung secara alami pada 
wakaf tanah, sedangkan bangunan dan benda lainnya tidak berlangsung 
kekal tanpa ada penambahan barang baru lainnya baik berupa perawatan 
dan rehabilitasi yang berlanjutan atau mengganti benda baru atas 
kebijaksanaan nazhir wakaf. 
2) Wakaf sementara adalah wakaf yang sifatnya tidak abadi baik dikarenakan 
oleh bentuk barangnya ataupun keinginan wakif sendiri. 
4. Pernyataan / lafazd penyerahan wakaf (sighat) / ikrar wakaf 
Sighat ialah segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang berakad untuk 
menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya. 
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Adapun lafadzh sighat akad wakaf ada dua macam yakni: 
a. Lafadz yang jelas (sharih) seperti:  
 ُتْل َّ بَسَو ُتْسَبَحَو ُتْف َقَو 
b. Lafadz kiasan (kinayah) seperti: 
 ُتْدََّباَو ُتْمَّرَحَو ُتْق َّدَصَت 
Syarat sah sighat ijab, baik berupa ucapan maupun tulisan ialah: 
a. Sighat harus munjazah (terjadi seketika) maksudnya ialah sighat tersebut 
menunjukkan  terjadi dan terlaksanaya wakaf seketika setelah sighat ijab 
diucapkan atau ditulis. 
b. Sighat tidak diikuti syarat batil (palsu). Maksudnya ialah syarat yang 
menodai atau mencederai dasar wakaf atau meniadakan hukumnya yakni 
kelaziman dan keabadian. 
c. Sighat tidak diikuti pembatasan waktu tertentu dengan kata lain bahwa 
wakaf tersebut tidak untuk selamanya. Wakaf adalah shadakah yang 
disyari‟atkan untuk selamanya, jika dibatasi waktu berarti bertentangan 
dengan syariat, oleh karena itu hukumnya tidak sah. 




Setiap pernyatan atau ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nazhir 
dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh dua 
orang saksi. Pejabat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) berdasarkan Peraturan Menteri 
                                                 
39




Agama Nomor 1 Tahun 1979. Maka Kepala Urusan Kantor Agama (KUA) ditunjuk 
sebagai PPAIW, untuk administrasi perwakafan diselenggarakan oleh Kantor Urusan 
Agama Kecamatan. Tugas PPAIW adalah: 
a. Meneliti kehendak wakif dan mengesahkan nazhir atau anggota yang baru 
serta meneliti saksi ikrar wakaf  
b. Menyelesaikan pelaksanaan ikrar wakaf, membuat akta ikrar wakaf 
c. Menyampaikan akta ikrar wakaf dan salinannya selambat-lambatnya dalam 
satu bulan sejak dibuatkannya 
d. Menyelenggarakan daftar akta ikrar wakaf, menyimpan dan memelihara 
akta, dan melakukan pendaftaran. 
 Adapun syarat menjadi saksi dalam ikrar wakaf adalah dewasa, beragama 
Islam, berakal sehat, dan tidak berhalangan melakukan perbuatan hukum.  
5. Syarat-syarat pengelola wakaf (Nazhir)  
Nazhir wakaf adalah orang atau badan yang memegang amanat untuk 
memelihara dan mengurus harta wakaf sesuai dengan wujud dan tujuan wakaf 
tersebut. Pada dasarnya, siapa saja dapat menjadi nazhir selama ia mempunyai hak 
melakukan tindakan hukum. 
Yang berhak menentukan nazhir wakaf adalah wakif. Mungkin ia sindiri yang 
menjadi nazhir, mungkin pula menyerahkan pengawasan wakafnya kepada orang 
lain, baik perseorangan maupun organisasi. Agar perawatan dapat terselenggara 
dengan sebaik-baiknya, pemerintah berhak campur tangan mengeluarkan berbagai 
aturan mengenai perwakafan, termasuk pengawasannya.
40
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Dalam hal pengawasan wakaf perseorangan diperlukan syarat-syarat sebagai 
berikut: 
a. Beragama Islam  
b. Telah baligh atau dewasa 
c. Dapat dipercaya 
d. Mampu secara jasmani dan rohani menyelenggarakan urusan-urusan harta 
wakaf 
e. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum (tidak gila, dan sebagainya).41 
D. Pengertian Wakaf Tunai 
Uang memiliki posisi yang sangat strategis dalam lalu lintas perekonomian. 
Di masa ini, uang bukan hanya berfungsi sebagai alat tukar saja, melainkan sudah 
dianggap sebagian dari suatu benda yang dapat diperdagangkan. Oleh karena itu, 
sebagian ulama tidak ragu-ragu lagi untuk menetapkan uang sebagai objek wakaf 
dengan istilah cash wakaf, waqf al-nukud, yang dalam bahasa Indonesia yang 
diterjemahkan dengan wakaf tunai.
42
 
Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan 
lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Hukum wakaf uang telah 
menjadi perhatian para fuqaha‟ (juris Islam). Beberapa sumber menyebutkan bahwa 
wakaf uang telah dipraktikkan oleh masyarakat yang menganut mazhab Hanafi. 
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Terdapat perbedaan perbedaan pendapat mengenai hukum wakaf uang. Imam 
Al-Bukhari berpendapat dinar dan dirham (keduanya mata uang yang berlaku di 
timur tengah) boleh diwakafkan. Caranya ialah dengan menjadikan dinar dan dirham 
itu sebagai modal usaha (dagang), kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai 
wakaf. Wahbah az-Zuhaili juga mengungkapkan bahwa mazhab Hanafi 
membolehkan wakaf uang sebagai pengecualian, atas dasar istihsan bi al urfi, karena 
sudah banyak dilakukan masyarakat. Mahzab Hanafi memang berpendapat bahwa 
hukum yang ditetapkan „urf (kebiasaan) mempunyai kekuatan yang sama dengan 
hukum yang ditetapkan berdasarkan nash (teks).  
Cara melakukan wakaf uang, menurut mazhab Hanafi, ialah dengan 
menjadikannya modal usaha dengan cara mudharabah atau mubadha‟ah. Sedangkan 
keuntungannya disedekahkan kepada pihak wakaf. 
Ibn Abidin mengemukakan bahwa wakaf uang yang dikatakan merupakan 
kebiasaan yang berlaku di masyarakat adalah yang berlaku di wilayah Romawi, 
sedangkan di negeri lain wakaf tunai bukan merupakan kebiasaan. Karena itu Ibn 
Abidin berpandangan bahwa wakaf uang tidak boleh atau tidak sah. Yang 
berpandangan bahwa wakaf uang tidak boleh adalah mazhab Syafi‟i. Menurut Al 
Bakri, mazhab Syafi‟i tidak membolehkan wakaf uang, karena dirham akan lenyap 
ketika dibayarkan sehingga tidak ada lagi wujudnya. Perbedaan pendapat di atas, 
bahwa alasan boleh dan tidak bolehnya wakaf tunai berkisar pada wujud uang. 
Apakah wujud uang itu setelah digunakan atau dibayarkan, masih ada seperti semula, 




kalau melihat perkembangan sistem perekonomian sekarang, sangat mungkin untuk 
melaksanakan wakaf uang.
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Wakaf benda bergerak berupa uang juga diatur secara khusus dalam Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 2004. Ketentuan mengenai wakaf uang adalah: 








3. Wakaf benda bergerak berupa uang sebagamana yang dimaksud pada ayat (1)  
diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang.
46
 
4. Sertifikat wakaf uang diterbitkan dan disampaikan oleh Lembaga Keuangan 




5. Lembaga Keuangan Syari‟ah atas nama nazhir mendaftarkan harta benda wakaf 
berupa uang kepada menteri selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak 
diterbitkannya sertifikat wakaf uang.
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E. Dasar Hukum Wakaf Tunai 
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Yang menjadi dasar hukum wakaf uang yang terdapat dalam Al-Quran dan 
Hadist ini sama halnya dengan dasar hukum dari wakaf secara umum. 
Dasar hukum wakaf tunai terdapat dalam QS. Ali Imran ayat 92: 
                               
 
Terjemahannya: 
“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan 
sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang 
hal itu sungguh, Allah  Maha Mengetahui”.49 
Dan diperjelas dalam hadist riwayat Bukhari dan Muslim: 
 ِف ُُهرِمْأَتْسَي َمَّلَسَو ِوْيَلَع َُّللَّا ىَّلَص َّبَِّنلا ىََتأَف َر َبَْيِبِ اًضَْرأ َباَصَأ ِباَّط َْلْا َنْب َرَمُع ْنَأ ََ ا ََ  َف ا ََ ي
 َصَأ ِّنِّإ َِّللَّا ََ وُسَر َاي ْنِإ ََ َاق ِوِب ُرُمَْأت اَمَف ُوْنِم يِدْنِع َسَف َْنأ ُّطَق ًلًاَم ْبِصُأ َْلَ َر َبَْيِبِ اًضْرَأ ُتْب
 ُثَرُوي َلًَو ُبَىُوي َلًَو ُعاَب ُي َلً ُوََّنأ ُرَمُع َاِبِ َق َّدَصَت َف ََ َاق َاِبِ َتْق َّدَصَتَو ا ََ َلْصَأ َتْسَبَح َتْئِش
 ُفْلا فِ َاِبِ َق َّدَصَتَو َحَانُج َلً ِفْي َّضلاَو ِليِب َّسلا ِنْباَو َِّللَّا ِليِبَس فَِو ِبَاِّقرلا فَِو َبَْرَُ ْلا فَِو ِءَار ََ
( ٍَ ِّوَمَتُم َر ْ يَغ َمِعُْطيَو ِفوُرْعَمْلِاب ا ََ ْ نِم َلُكَْأي ْنَأ ا ََ  َِيلَو ْنَم ىَلَع ملسمو يراخبلا ثيدح
)خيراتلا ةنَكلا 
Artinya: 
“Sesungguhnya Umar ra pernah mendapatkan sebidang tanah di 
Khaibar.  Lalu, beliau mendatangi Nabi saw dan meminta nasehat mengenai 
tanah itu, seraya berkata, “Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah 
di Khaibar, yang saya tidak pernah mendapatkan harta lebih baik dari pada 
tanah itu”.  Nabi saw pun bersabda, “Jika engkau berkenan, tahanlah batang 
pohonnya, dan bersedekahlah dengan buahnya. Ibnu Umar berkata, “Maka 
bersedekahlah Umar dengan buahnya, dan batang pohon itu tidak dijual, 
dihadiahkan, dan diwariskan. Dan Umar bersedekah dengannya kepada orang-
orang fakir, para kerabat,  para budak, orang-orang yang berjuang di jalan 
Allah, Ibnu Sabil , dan para tamu.  Pengurusnya boleh memakan dari hasilnya 
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dengan cara yang makruf, dan memberikannya kepada temannya tanpa 
meminta harganya…” (HR. Imam Bukhari dan Muslim).50 
Adapun pendapat ulama yang mendasari wakaf uang adalah: 
1. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Imam az-Zuhri (wafat 124 H) salah 
seorang ulama terkemuka dan peletak dasar tadwin al hadist memfatwakan, 
dianjurkan wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, 
sosial, dan pendidikan umat Islam. Adapun caranya dengan menjadikan uang 




2. Pendapat sebagian ulama mazhab Syafi‟i: “Abu Tsaur meriwayatkan dari 
Imam al-Syafi‟i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham (uang)”.52 
3. Pada tanggal 11 Mei 2002 Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) 
telah menetapkan fatwa tentang wakaf uang, yang isinya sebagai berikut: 
a. Wakaf uang (cash waqaf atau waqf al-Nuqud) adalah wakaf yang 
dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam 
bentuk uang tunai. 
b. Termasuk kedalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. 
c. Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh). 
d. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang 
dibolehkan secara syar‟i 
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e. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, 
dihibahkan, dan atau diwariskan.
53
 
F. Rukun dan Syarat Wakaf Tunai 
Pada dasarnya rukun dan syarat wakaf uang adalah sama dengan rukun dan 
syarat wakaf tanah. Adapun rukun wakaf uang yaitu: 
1. Orang yang berwakaf 
Orang yang berwakaf haruslah orang yang sudah dewasa, dan 
menyerahkannya bukan kerena terpaksa, melainkan benar-benar timbul dari perasaan 
dan kemauan yang ikhlas. 
2. Barang yang diwakafkan 
Barang yang diwakafkan bersifat kekal atau tahan lama, artinya sewaktu 
diambil manfaatnya, barang tersebut tidak rusak seketika, serta barang tersebut benar-
benar milik orang yang berwakaf. 
3. Badan yang diserahi barang wakaf 
Badan yang diserahi wakaf hendaknya benar-benar amanah atau dapat 
dipercaya dalam pengelolaannya. Badan ini dapat berbentuk yayasan, badan hukum 
lainnya ataupun lembaga lainnya seperti madrasah, masjid dan sebangsanya.  
4. Bentuk (sighat) pernyataan yang menunjukkan bukti serah terima barang wakaf 
Bentuk pernyataan penyerahan wakaf ini dapat berupa lisan ataupun tertulis. 
Dan untuk masa sekarang sebaiknya bentuk pernyataan serah terima itu dalam bentuk 
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tertulis dengan memenuhi beberapa ketentuan yang berlaku di daerah itu, semacam di 




Sedangkan menjadi syarat umum sahnya wakaf uang adalah: 
1. Wakaf harus kekal (abadi) dan terus menerus. 
2. Wakaf harus dilakukan secara tunai, tanpa digantungkan kepada akan terjadinya 
sesuatu peristiwa di masa akan datang, sebab pernyataan wakaf berakibat 
lepasnya hak milik seketika setelah wakif menyatakan berwakaf. 
3. Tujuan wakaf harus jelas, maksudnya hendaklah wakaf itu disebut dengan 
terang kepada siapa diwakafkan. 
4. Wakaf merupakan hal harus dilaksanakan tanpa syarat boleh khiyar. Artinya 
tidak boleh membatalkan atau melangsungkan wakaf yang telah dinyatakan 
sebab pernyataan wakaf berlaku tunai dan untuk selamanya.
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Dari syarat-syarat yang disebutkan diatas, terdapat perdebatan ulama tentang 
unsur „keabadian”. Perdebatan itu mengemukakan khususnya antara mahzab Syafi‟i 
dan Hanafi di  satu sisi serta mahzab Maliki di sisi yang lain. Imam Syafi‟i misalnya 
sangat menekankan wakaf pada fixed assed (harta tetap) sehingga menjadikannya 
sebagai syarat sah wakaf. 
Pada pihak lain Imam Maliki mengartikan “keabadian” lebih pada nature 
barang yang diwakafkan baik itu aset tetap atau aset bergerak. Untuk aset tetap 
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seperti tanah unsur keabadian terpenuhi karena memang tanah dapat dipakai selama 
tidak ada bencana alam yang bisa menghilangkan fisik tanah tersebut. 
G. Tujuan dan Manfaat Wakaf Tunai 
Ada 4 manfaat sekaligus tujuan wakaf uang dibanding dengan wakaf benda 
tetap yang lain, yaitu: 
1. Melengkapi perbankan Islam dengan produk wakaf uang yang berupa suatu 
sertifikat berdenominasi tertentu yang diberikan kepada para wakif sebagai 
bukti keikut sertaan. 
2. Membantu penggalangan tabungan sosial melalui Sertifikat Wakaf Tunai yang 
dapat  diatasnamakan orang-orang tercinta baik yang masih hidup maupun yang 
telah meninggal sehingga dapat memperkuat intregrasi kekeluargaan diantara 
umat 
3. Meningkatkan investasi sosial dan mentransformasikan tabungan sosial 
menjadi modal sosial dan membantu pengembangan pasar modal sosial. 
4. Menciptakan kesadaran orang kaya terhadap tanggung jawab sosial mereka 




H. Badan Wakaf Indonesia 
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 
tentang Wakaf, Nazhir wakaf yang selama ini tradisional terdapat perbedaan 
mengarah pada Nazhir profesional yang terdiri dari Nazhir perorangan, organisasi, 
atau badan hukum. Adapun tugas-tugas Nazhir adalah: 
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1. melakukan pengadministrasian; 
2. mengelola dan mengembangkan sesuai dengan tujuan, fungsi dan 
peruntukannya; 
3. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf; serta 
4. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI). 
Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang akan dibentuk melalui Kepres No. 
75/M/2007 tanggal 13 Juli 2007 Tentang Kepengurusan Badan Wakaf Indonesia. 
Selanjutnya direalisasikan dalam Peraturan BWI No. 1 tahun 2007 tanggal 4 
Desember 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia.
57
 
Berkedudukan di ibukota Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dinyatakan bahwa : “dalam 
rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, dibentuk Badan 
Wakaf Indonesia”.  
Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang diamanatkan UU merupakan lembaga 
independen, yang akan berkedudukan di ibukota dan dapat membentuk perwakilan di 
provinsi dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan. Jumlah anggota BWI 
terdiri dari sekitar 20 - 30 orang yang berasal dari unsur masyarakat. Untuk 
berjalannya tugas BWI, Pemerintah wajib membantu biaya operasional.  
Adapun Badan Wakaf Indonesia (BWI) memiliki tugas dan wewenang: 
1. melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan 
harta benda wakaf; 
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2. melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala 
nasional dan internasional; memberikan persetujuan dan/atau izin atas 
perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf; 
3. memberhentikan dan mengganti Nazhir; memberikan persetujuan atas 
penukaran harta benda wakaf; 




Pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan campur tangan 
pemerintah dalam melakukan pengaturan dan pengawasan pelaksanaan wakaf di 
Indonesia. Hal ini dikarenakan, semua Nadzir yang ada di daerah harus melaporkan 
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A.  Jenis dan Lokasi Penelitian 
 Menurut Strauss dan Corbin (1997), yang dimaksud dengan penelitian 
kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak 
dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur statistik atau cara-cara lain 
dari kuantifikasi (pengukuran). Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan 
untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi 
organisasi, aktivitas sosial, dan lain-lain.
59
 
Berdasarkan uraian sebelumnya, maka penelitian kualitatif dalam penelitian 
ini dimaksudkan untuk menggali suatu fakta, lalu memberikan penjelasan terkait 
berbagai realita yang ditemukan. Oleh karena itu, peneliti langsung mengamati 
peristiwa-peristiwa di lapangan yang berhubungan langsung terkait dengan “Tinjauan 
Sosial Yuridis Terhadap Pelaksanaan Wakaf Tunai Di Kota Makassar”. 
Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Research), yaitu 
dengan mengobservasi, mewawancarai, dan medokumentasikan hal-hal dan pihak-
pihak yang berwenang dalam pelaksanaan Wakaf Tunai. Maka penelitian ini bersifat 
deskriptif kualitatif. 
Lokasi penelitian adalah di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi 
Sulawesi Selatan karna dalam pelaksanaan dan pengelolahan wakaf harus diketahui 
dan dilaporkan oleh pihak yang berwenang pada bidang ini. 
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B. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan dalam penelitian ini diarahkan kepada pengungkapan pola fikir 
yang di pergunakan peneliti dalam menganalisis sasarannya atau dalam ungkapan lain 
pendekatan ialah disiplin ilmu yang dijadikan acuan dalam menganalisis objek yang 
diteliti sesuai dengan logika ilmu itu. Pendekatan penelitian biasanya disesuaikan 
dengan profesi peneliti namun tidak menutup kemungkinan peneliti menggunakan 
multi disipliner. Dalam pelaksanaan penelitian, peneliti menggunakan pendekatan 
sebagai berikut: 
a. Pendekatan Yuridis 
Suatu metode penelitian yang menekankan pada suatu penelitian dengan 
melihat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU No. 41 Tahun 
2004 tentang Wakaf. Dalam metode ini senantiasa berpedoman pada peraturan-
peraturan yang masih berlaku. 
b. Pendekatan Sosiologis 
Sosiologis adalah suatu pendekatan dengan berdasarkan konsep dan kaedah-
kaedah yang terdapat dalam ilmu sosiologi. Dalam pendekatan, metode ini melihat 
dari kejadian-kejadian yang muncul dalam masyarakat seperti pengelolahan wakaf 
tunai dalam menyejahterakan umat di Kota Makassar. 
C. Sumber Data 
1. Data Primer 
Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan 
informan. Dalam penelitian ini yang menjadi informasi kunci adalah pihak dari 




Makassar. Untuk sumber data primer ini jumlahnya 3 orang informan. Dari 3 orang 
tersebut terdiri dari: 
a. BWI perwakilan Sulawesi Selatan : 1 orang 
b. Kepala Seksi Wakaf   : 1 orang 
c. Pegawai di bidang Wakaf  : 1 orang 
Tabel II 
Tentang, Informan 
No NAMA JABATAN SAMPEL KET 
1 Drs. H. Abdul Wahid, SH., 
MH 
Sekertaris BWI perwakilan 
Sulawesi Selatan 
1 orang  
2 H. Mulyadi, SH 
 
Kepala Seksi Pemberdayaan 
Wakaf 
1 orang  
3 Suryani, SH Pegawai 1 orang  
JUMLAH INFORMAN  3 orang 
2. Data Sekunder 
Data yang didapat dari catatan, buku, majalah, berupa laporan keuangan 




D. Metode Pengumpulan Data 
Adapun yang menjadi teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu 
sebagai berikut:    
1. Observasi  
                                                 
60




Observasi adalah alat pengumpul data yang dilakukan dengan cara mengamati 
dan mencatat secara sistematis gejalah-gejalah yang diselidiki. Hal yang  hendak di 
observasi haruslah diperhatikan secara detail. Dengan metode observasi ini bukan 
hanya hal yang didengar saja yang dapat dijadikan informasi tetapi gerakan-gerakan 
dan raut wajah pun mempengaruhi observasi yang di lakukan. 
2. Wawancara  
Wawancara merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung 
secara lisan di mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara 
langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan secara mendalam dan 
detail. Dalam mengambil keterangan tersebut digunakan model snow-ball sampling 
yaitu menentukan jumlah dan sampel tidak semata-mata oleh peneliti.Peneliti 
bekerjasama dengan informan, menentukan sampel berikutnya yang dianggap 
penting. Teknik semacam ini menurut Frey ibarat bola salju yang menggelinding saja 
dalam menentukan subjek penelitian.Jumlah sampel tidak ada batas minimal atau 
maksimal yang penting telah memadai dan mencapai data jenuh yaitu tidak 
ditentukan informasi baru lagi tentang subjek penelitian. 
3. Dokumentasi 
Dokumentasi merupakan sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam 
bahan yang berbentuk dokumen.Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk 
surat-surat, catatan harian, cendramata, foto dan lain sebagainya.Sifat utama ini tak 
terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi ruang kepada peneliti untuk 
mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam. Secara detail bahan 
dokumenter terbagi beberapa macam yaitu autobiografi, surat-surat pribadi, buku 




dan flashdisk, data tersimpan di website dan lain-lain.
61
Teknik ini digunakan untuk 
mengetahui sejumlah data tertulis yang ada dilapangan yang relevan dengan 
pembahasan penelitian. 
E. Instrumen Penelitian 
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:  
1. Peneliti sebagai intrumen pertama 
2. Pedoman wawancara atau daftar pertanyaan adalah sejumlah pertanyaan yang 
disusun untuk mengetahui hasil penelitian dari informan. 
3. Handphone adalah alat yang digunakan untuk keperluan dokumentasi 
sekaligus digunakan sebagai alat perekam suara. 
4. Alat tulis digunakan sebagai bahan untuk mencatat suatu informasi yang 
berkaitan dengan penelitian. 
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
1. Pengolahan data 
Pengolahan data yaitu kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data 
dilapangan, sehingga siap digunakan untuk menganalisis. Adapun yang termasuk 
dalam teknik pengolahan, yaitu: 
a. Seleksi Data, yaitu memilih data yang sesuai dengan pokok permasalahan 
yang akan dibahas. 
b. Pemeriksaan Data, yaitu meneliti kembali data yang diperoleh mengenai 
kelengkapannya serta kejelasan. 
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c. Klasifikasi Data, yaitu pengelompokan data menurut pokok bahasan agar 
memudahkan dalam mendeskripsikannya. 
d. Penyusunan Data, yaitu data yang disusun menurut aturan yang sistematis 
sebagai hasil penelitian yang telah disesuaikan dengan jawaban 
permasalahan yang diajukan. 
2. Analisis Data 
Analisis data merupakan suatu langkah yang sangat kritis dalam penelitian
62
. 
Setelah pengolahan data, peneliti kemudian menganalisis data dengan menggunakan 
metode analisis deskriptif kualitatif, artinya analisis data yang dilakukan dengan 
menjabarkan secara rinci kenyataan atau keadaan atas suatu objek dalam bentuk 
kalimat guna memberikan gambaran garis besar untuk menarik suatu kesimpulan. 
Data yang diperoleh, baik dari studi lapangan maupun studi pustaka pada dasarnya 
menggunakan deksriptif analisis, karena sebagian sumber data dari penelitian ini 
berupa informasi dan berupa teks dokumen. Maka penulis dalam menganalisis 
menggunakan teknik analisis dokumen yang sering disebut content analisys. 
Disamping itu data yang dipakai adalah data deksriptif, yang mengungkapkan 
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang 
menjadi objek penelitian dan analisis data yang dipergunakan dengan pendekatan 
kualitatif terhadap data primer dan sekunder. 
G. Pengujian Keabsahan Data 
Suatu penelitian diorientasikan pada derajat keilmiahan data penelitian. Maka 
suatu penelitian dituntut agar memenuhi standar penelitian sampai dapat memperoleh 
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kesimpulan yang objektif. Artinya bahwa suatu penelitian bila telah memenuhi 
standar objektifitas maka penelitian tersebut telah teruji keabsahan data penelitiannya. 
Dalam pengujian keabsahan data yang diperoleh guna mengukur validitas 
hasil penelitian, peneliti dituntut meningkatkan ketekunan dalam penelitian. 
Pengamatan yang cermat dan berkesinambungan dengan menggunakan teknik 
triangulasi. 
Teknik triangulasi dalam pengujian penelitian merupakan teknik pengujian 
kredibilitas data yang diperoleh dengan menggunakan pengecekan atau perbandingan 
dengan sumber data lainnya, misalnya; triangulasi dengan sumber, triangulasi dengan 
metode, dan triangulasi dengan teori.
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Pelaksanaan Wakaf Tunai Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 
Tentang Wakaf 
1. Sejarah Wakaf Tunai di Indonesia 
Dalam konteks Indonesia, wakaf tunai yang digagas oleh Mannan direspon 
secara positif oleh beberapa lembaga social keagamaan seperti Dompet Dhuafa 
Republika (DDR), Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU), UII Yogyakarta dan beberapa 
lembaga lain. Dompet Dhuafa misalnya, dari hasil pengumpulan wakaf uang 
dialokasikan untuk pembuatan rumah sakit (ambulance) keliling bagi kaum lemah 
berupa Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) dan mendirikan sekolah Smart 
Exelensia. Pemanfaatan Wakaf Uang dapat dibedakan menjadi dua, yakni pengadaan 
barang privat (private good) dan barang social (social good). Tabungan dari warga 
yang berpenghasilan tinggi dapat dimanfaatkan melalui penukaran sertifikat wakaf 
uang. Sedangkan pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan wakaf uang dapat 
dibelanjakan untuk berbagai tujuan, misalnya untuk pemeliharaan harta-harta wakaf.  
Di Indonesia, praktek wakaf produktif atau wakaf tunai masih tergolong baru. 
Pondok Pesantren Gontor di Jawa Timor merupakan salah satu contoh lembaga yang 
dibiayai dari wakaf. Sedangkan yang tidak kalah monumental adalah Layanan 
Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) Dompet Dhuafa Republika. Lembaga otonom 
Dompet Dhuafa Republika ini memberikan fasilitas permanen untuk kaum dhuafa di 




service. LKC adalah obyek wakaf tunai yang efektif, memberi cercah harapan 
semangat hidup sehat kaum dhuafa. 
Dengan adanya lembaga layanan kesehatan ini, golongan masyarakat yang 
dhuafa bisa memperoleh haknya tanpa perlu dibebankan oleh biaya-biaya seperti 
halnya rumah–rumah sakit konvensional. Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf 
Departemen Agama RI tulus menyatakan bahwa wakaf uang produktif memang 
hendak dipopulerkan di Indonesia seiring perkembangan zaman. 
Wakaf tunai juga dapat menjadi instrumen ekonomi untuk menyelesaikan 
masalah perekonomian yang membelit. Paling tidak, wakaf uang yang diperkenalkan 
oleh Prof. Dr. M. A Mannan melalui pendirian Social Investment Bank Limited 
(SIBL) di Bangladesh.  
SIBL menancapkan tonggak sejarah dalam dunia perbankan dengan 
mengenalkan Cash Wakaf Certificate atau Sertifikat Wakaf Uang. Menurutnya, 
melalui sertifikat ini SIBL mengelola harta si kaya kemudian mendistribusikan 
keuntungannya kepada kaum papa. 
Bagi Mannan, wakaf uang yang bisa diterbitkan dengan Sertifikat Wakaf 
Uang dapat dilakukan dengan maksud untuk memenuhi target investasi, sedikitnya 
empat bidang, yaitu: 
a. Kemanfaatan bagi kesejahteraan pribadi (dunia-akhirat). 
Wakaf uang termasuk salah satu amal jariyah yang terus mengalir 
pahalanya. Wakaf uang sebagai sedekah jariyah memainkan peranan penting 
bagi seseorang untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. 




Sertifikat Wakaf Uang dapat juga dibeli untuk menjamin perbaikan 
kualitas hidup generasi penerus melalui pelaksanaan program pendidikan, 
pernikahan dan lain-lain. Sebab bank akan tetap bertanggung jawab untuk 
mengelola profit dari sertifikat wakaf uang itu. Karena dengan cara pengelolaan 
program seperti itu, maka wakaf uang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan 
generasi mendatang. 
c. Pembangunan sosial 
Dengan profit dari wakaf uang, seseorang dapat membantu bantuan yang 
berharga bagi pendirian ataupun operasionalisasi lembaga-lembaga pendidikan 
termasuk masjid, madrasah, rumah sakit, sekolah, kursus, akedemi dam 
universitas. 
d. Membangun masyarakat sejahtera 
Dana yang terhimpun dari wakaf uang akan diinvestasikan dan hasilnya 
dapat memberikan jaminan sosial kepada si miskin dan keamanan bagi si kaya. 
Akhirnya, wakaf uang akan menjadi wahana bagi terciptanya kepedulian dan 
kasih sayang antara si kaya dan si miskin, sehingga membantu terciptanya 
hubungan yang harmonis dan kerjasama yang baik.  
Salah satu model yang dapat dikembangkan dalam mobilisasi wakaf uang 
adalah model Dana Abadi, yaitu dana yang dihimpun dari berbagai sumber dengan 
berbagai cara yang sah dan halal, kemudian dana yang terhimpun dengan volume 
besar, diinvestasikan dengan tingkat keamanan yang tinggi melalui lembaga penjamin 
Syariah. Keamanan investasi ini paling tidak mencakup dua aspek.  
Aspek pertama, yaitu keamanan nilai pokok dana abadi sehinggga tidak 




tersebut harus produktif, yang mampu mendatangkan hasil atau pendapatan 
(incoming generating allocation) karena dari pendapatan inilah pembiayaan kegiatan 
organisasi akan dilakukan dan sekaligus menjadi sumber utama untuk pembiayaan. 
Model Dana Abadi terebut sangat layak dijadikan model untuk 
pengembangan Wakaf Uang. Beberapa alasan dapat dikemukakan antara lain: 
a. Dapat membantu menjaga keutuhan asset uang dari wakaf, sehingga dapat 
mengurangi pertuitas yang melekat pada wakaf uang; 
b. Dapat menjadi sumber pendanaan (source of financing) pada unit-unit usaha 
yang bersifat komersial maupun sosial, sehingga dapat mendorong aktifitas 
usaha secara lebih luas. Secara khusus, ketersediaan dan dari sumber ini dapat 
mengisi ruang kosong yang terjangkau oleh sisitem pembiayaan perbankan 
yang ada; 
c. Cakupan target wakaf menjadi luas, terutama dari aspek mobilisasi maupun 
aspek alokasi dan wakaf.  
Dapat dikatakan bahwa wakaf uang ini merupakan sumber pendanaan yang 
dihasilkan dari swadaya masyarakat karena sertifikat wakaf uang ini adalah untuk 
menggalang tabungan sosial serta mentransformasikannya menjadi modal sosial dan 
membantu mengembangkan pasar modal sosial.  
Selanjutnya melalui sertifikat ini berarti menyisihkan sebagian keuntungan 
dari sumber dari orang kaya kepada fakir miskin. Dengan demikian akan 
menumbuhkan tanggung jawab sosial mereka pada masyarakat sekitarnya yang pada 




sebagai sumber dana yang sangat bisa diandalkan untuk menyejahterakan rakyat 
miskin. 
2. Pelaksanaan Wakaf Tunai Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 
2004 Tentang Wakaf 
Berdasarkan rumusan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 
tentang Wakaf menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk 
memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian dari harta benda miliknya untuk 
dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan 
kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut 
syariah 
Dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, masalah wakaf tunai 
disebutkan pada empat pasal, bahkan wakaf tunai secara khusus dibahas pada bagian 
kesepuluh Undang-Undang tersebut dengan titel “Wakaf Benda Bergerak Berupa 
Uang”. 
Pasal 28 Undang-Undang Wakaf berbunyi sebagai berikut: “Wakif dapat 
mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang 
ditunjuk oleh Menteri”. 
Selanjutnya, Pasal 29 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menyebutkan: 
a. Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 
dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak wakif yang dilakukan 
secara tertulis. 
b. Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 




c. Sertifikat wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dan 
disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada wakif dan nazhir sebagai 
bukti penyerahan harta benda wakaf. 
Waqafa Yaqifu Waqfan, sama artinya dengan Habasa Yahbisu Habsan. Dan 
kata Al-Waqf dalam bahasa arab mengandung beberapa pengertian, Yang artinya : 
“Menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindah milikkan.”64 
Pengembangan wakaf dalam bentuk uang yang dikenal dengan cash wakaf 
atau wakaf tunai sudah dilakukan sejak lama. Bahkan dalam sejarah Islam, wakaf 
tunai sudah dipraktekkan sejak abad kedua Hijriyah. Diriwayatkan oleh Imam 
Bukhari bahwa Imam az Zuhri, salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar 
tadwin al-hadits, memberikan fatwanya untuk berwakaf dengan Dinar dan Dirham 
agar dapat dimanfaatkan sebagai sarana pembangunan, dakwah, sosial, dan 
pendidikan umat Islam. Cara yang dilakukan adalah dengan menjadikan uang tersebut   
sebagai   modal   usaha   (modal   produktif)   kemudian      menyalurkan 
keuntungannya sebagai  wakaf.
65
 
Kebolehan wakaf tunai juga dikemukakan oleh Mazhab Hanafi dan Maliki. 
Bahkan sebagian ulama Mazhab Syafi‟i juga membolehkan wakaf tunai sebagaimana 
yang disebut Al-Mawardy. “Abu Tsaur meriwayatkan dari Imam Syafi‟i tentang 
kebolehan wakaf dinar dan dirham”.66 
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Pendapat rapat Komisi Fatwa MUI pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2002 
tentang perumusan definisi wakaf, yakni: menahan harta yang dapat  dimanfaatkan 
tanpa lenyap bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum 
terhadap benda tersebut (misal:  menjual, memberikan, atau mewariskannya), untuk 
disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram). Keluarnya fatwa MUI 
ini disambut beragam oleh masyarakat.  Perjuangan  untuk  membuat  payung  hukum  
kegiatan  wakaf dalam bentuk undang-undang terus berlaku.
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Wakaf atas benda bergerak berupa uang dilaksanakan oleh wakif secara 
tertulis kepada pengelola Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Kemudian diterbitkan 
sertifikat wakaf uang, selanjutnya sertifikat wakaf uang yang telah diterbitkan itu 
disampaikan LKS kepada wakif dan nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda 
wakaf.
68 
Selanjutnya Lembaga Keuangan Syariah atas nama nazhir mendaftarkan 
harta benda wakaf berupa uang kepada Menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari 
kerja sejak diterbitkannya sertifikat wakaf uang.
69
  
Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009 Tentang 
Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang, disebutkan bahwa masyarakat dapat 
melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas nazhir.
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Bagi seorang wakif yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk: 
a. Hadir di Lembaga Keuangan Syariah penerima wakaf uang (LKSPWU) untuk 
menyatakan kehendak wakaf uangnya; 
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b. Menjelaskan kepemilikan dan asal usul yang diwakafkan; 
c. Menyetor secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU; 
d. Mengisi form pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai Akta Ikrar 
Wakaf (AIW).71 
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Wakaf juga 
menetapkan bahwa seluruh benda wakaf harus didaftarkan kepada Menteri Agama 
dan BWI serta akan diumumkan. Pengelolaan dan pengembangan Harta Benda 
Wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ini tegas 
dinyatakan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan 
dengan prinsip syariah. Antara lain dapat dilakukan melalui pembiayaan 
mudharabah, murabahah, musharakah, atau ijarah. Selain itu untuk 
memproduktifkan harta benda wakaf dimungkinkan dengan cara investasi, 
penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, 
perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah 
susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana 
kesehatan dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah. UU Wakaf 
secara eksplisit juga menyebut keberadaan lembaga penjamin syariah (asuransi 
syariah) untuk menghindari habisnya harta benda wakaf karena kerugian ketika 
diinvestasikan. 
Dalam hukum Islam, wakaf tidak terbatas pada benda tidak bergerak tetapi 
juga benda bergerak termasuk uang. Di beberapa negara seperti Mesir, Yordania, 
Saudi Arabia, Turki, Kuwait, wakaf selain berupa sarana dan prasarana ibadah  dan 
pendidikan juga berupa tanah pertanian, perkebunan, hotel, pusat perbelanjaan, uang, 
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saham, real estate dan lain-lain yang semuanya dikelola secara produktif. 
Dengan demikian hasilnya benar-benar dapat dipergunakan untuk 
mewujudkan kesejahteraan umat. Sepanjang sejarah Islam, wakaf telah berperan 
sangat penting dalam pengembangan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi dan 
kebudayaan masyarakat Islam serta telah menfasilitasi sarjana dan mahasiswa dengan 
sarana dan prasarana yang memadai yang memungkinkan mereka melakukan 
berbagai kegiatan seperti riset dan menyelesaikan studi mereka. 
Substansi wakaf tunai sebenarnya telah lama muncul, bahkan  dalam  kajian 
fiqih klasik sekalipun seiring dengan munculnya ide revitalisasi fiqh muamalah dalam 
perspektif filosofi dan tujuan syariah yang dalam pandangan Umar Capra bermuara 
pada al- maslahah al- mursalah (kemaslahatan universal) termasuk upaya 
mewujudkan kesejaahteraan sosial melalui keadilan distribusi pendapatan dan 
kekayaan. 
Untuk merealisasi dan merepotensi tujuan wakaf, pemerintah telah 
memberikan payung hukum di bidang perwakafan ini dengan instrumen Undang- 
Undang yaitu UU No. 41 Tahun 2004, yang didalamnya lebih menegaskan 
kedudukan nazhir dalam perwakafan dan adanya batasan imbalan nazhir dalam 
mengelola harta wakaf. Selama ini belum jelas batasan imbalan bagi para nazhir baik 
dalam PP No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik dan Kompilasi Hukum 
Islam yang berdasarkan atas penetapan dari Majelis Ulama Kecamatan dan Kepala 
Kantor Urusan Agama. Dalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (4) UU No. 41 tahun 
2004 nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk 
dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Selain itu nazhir juga 




benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan hata benda wakaf dan jangka waktu wakaf. 
Prospek perkembangan wakaf yang diinginkan di masa mendatang, antara lain 
dapat diproyeksikan dari substansi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang 
wakaf tersebut. Ada beberapa substansi penting yang perlu diperhatikan bagi berbagai 
pihak yang peduli dengan permasalahan perwakafan dalam UU Wakaf antara lain 
adalah dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ini terlihat jelas 
arah perwakafan di Indonesia bukan hanya untuk kepentingan ibadah saja, tetapi juga 
untuk memberdayakan masyarakat dengan pengelolaan wakaf secara ekonomis dan 
produktif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat. 
Berkaitan dengan Harta Benda Wakaf. Harta benda wakaf yang selama ini 
baru berupa benda tidak bergerak (tanah milik), dalam Undang-Undang Nomor 41 
Tahun 2004 tentang Wakaf diperluas sehingga meliputi benda tidak bergerak dan 
benda bergerak. Benda tidak bergerak mencakup: hak atas tanah; bangunan atau 
bagian bangunan yang berdiri di atas tanah; tanaman dan benda-benda lain yang 
berkaitan dengan tanah; hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan benda tidak bergerak lain sesuai 
dengan ketentuan syariah dan peraturan UU yang berlaku. Sedangkan benda bergerak 
yaitu harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi: uang; logam 
mulia; surat berharga; kendaraan; hak atas kekayaan intelektual; hak sewa; dan benda 
bergerak lain seperti mus‟haf,72 buku dan kitab. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 
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2004 tentang Wakaf telah memberi pijakan penting akan keluasan harta benda wakaf 
yang dapat dioptimalkan untuk menopang pembangunan ummat. 
Di samping itu, menyangkut wakaf uang, lebih lanjut diatur bahwa Wakif 
dapat mewakafkan uang melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang ditunjuk 
oleh Menteri Agama (Pasal 28). Wakaf benda bergerak berupa uang diterbitkan 
dalam bentuk sertifikat wakaf uang oleh LKS. LKS ini bisa saja Bank Syariah, 
Asuransi Syariah, atau Manajer Investasi Syariah. Sertifikat wakaf uang atau wakaf 
uang merupakan peluang yang positif dalam upaya menggali dana-dana umat Islam 
yang sampai kini masih belum dioptimalkan. 
Menyangkut perubahan status harta benda wakaf, dalam UU ini diatur bahwa 
benda yang telah diwakafkan tidak dapat dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, 
diwariskan, ditukar, atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Perubahan 
status benda wakaf hanya dimungkinkan apabila untuk kepentingan umum sesuai 
dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan UU yang berlaku 
dan tidak bertentangan dengan syariah. Dan hanya dapat dilakukan dengan 
persyaratan wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-
kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula, dan setelah mendapat izin tertulis 
dari Menteri Agama serta persetujuan BWI. 
Badan Wakaf Indonesia (BWI). BWI yang diamanatkan Undang-Undang 
Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf merupakan lembaga independen, yang akan 
berkedudukan di ibukota dan dapat membentuk perwakilan di provinsi dan/atau 




pada bulan Desember 2007 telah dibentuk dan surat keputusannya telah ditanda 
tangani oleh Presiden, namun sampai sekarang belum dilantik. 
Adapun BWI memiliki tugas dan wewenang: melakukan pembinaan terhadap 
Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf; melakukan 
pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan 
internasional; memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan 
status harta benda wakaf; memberhentikan dan mengganti Nazhir; memberikan 
persetujuan atas penukaran harta benda wakaf; memberikan saran dan pertimbangan 
kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan perwakafan. Jumlah anggota BWI 
terdiri dari sekitar 20 - 30 orang yang berasal dari unsur masyarakat. Untuk 
berjalannya tugas BWI, Pemerintah wajib membantu biaya operasional. 
Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf 
tersebut, maka terjadi penggabungan beberapa peraturan yang ada, yaitu UU No. 5 
Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, PP No. 24 Tahun 1997 tentang 
Pendaftaran Tanah, PP No. 38 Tahun 1963 tentang Petunjuk Badan-Badan Hukum 
yang dapat mempunyai Hak Milik Atas Tanah, serta PP No. 28 Tahun 1977 tentang 
Perwakafan Tanah Milik. dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang 
Wakaf ini, diharapkan pengelolaan dan pengembangan wakaf akan memperoleh dasar 
hukum yang lebih kuat serta dapat menampung praktis perwakafan di Tanah Air 
khususnya wakaf uang. 
Wakaf yang diharapkan dapat memberi kesejahteraan pada umat, kadangkala 
biaya pengelolaannya terus-menerus tergantung pada zakat, infaq dan shadaqah 




secara produktif. Di samping nazhirnya kurang kreatif, uang yang diwakafkan juga 
jumlahnya belum merupakan modal yang cukup untuk mengambangkan wakaf uang 
tersebut. Untuk mengatasi masalah ini, hendaknya calon wakif sebelum berwakaf 
memperhatikan lebih dahulu apa yang diperlukan masyarakat, dan dalam memilih 
nazhir hendaknya mempertimbangkan kompetensinya. Di samping itu harus 
disosialisasikan kepada  masyarakat perlunya dikembangkan wakaf uang. 
B. Pengelolahan Wakaf Tunai Oleh Lembaga Wakaf Dalam Menyejahterakan 
Umat 
1. Pengelolahan Wakaf Tunai oleh BWI (Badan Wakaf Indonesia) 
Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah lembaga negara independen yang 
dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Badan 
ini dibentuk dalam rangka mengembangkan dan memajukan perwakafan di 
Indonesia. 
BWI dibentuk bukan untuk mengambil alih aset-aset wakaf yang selama ini 
dikelola oleh nazhir (pengelola aset wakaf) yang sudah ada. BWI hadir untuk 
membina nazhir agar aset wakaf dikelola lebih baik dan lebih produktif sehingga bisa 
memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat, baik dalam bentuk pelayanan 
sosial, pemberdayaan ekonomi, maupun pembangunan infrastruktur publik. 
BWI berkedudukan di ibukota Negara dan dapat membentuk perwakilan di 
provinsi, kabupaten, dan/atau kota sesuai dengan kebutuhan. Anggota BWI diangkat 
dan diberhentikan oleh Presiden. Masa jabatannya selama 3 tahun dan dapat diangkat 
kembali untuk satu kali masa jabatan. Jumlah anggota BWI 20 sampai dengan 30 




oleh Menteri Agama kepada Presiden. Periode berikutnya diusulkan oleh Panitia 
Seleksi yang dibentuk BWI. Adapun anggota perwakilan BWI diangkat dan 
diberhentikan oleh BWI.  
Struktur kepengurusan BWI terdiri atas Dewan Pertimbangan dan Badan 
Pelaksana. Masing-masing dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih dari dan oleh 
para anggota. Badan Pelaksana merupakan unsur pelaksana tugas, sedangkan Dewan 
Pertimbangan adalah unsur pengawas.
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Adapun Badan Wakaf Indonesia (BWI) memiliki tugas dan wewenang: 
5. melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan 
harta benda wakaf; 
6. melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala 
nasional dan internasional; memberikan persetujuan dan/atau izin atas 
perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf; 
7. memberhentikan dan mengganti Nazhir; memberikan persetujuan atas 
penukaran harta benda wakaf; 




Pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan campur tangan 
pemerintah dalam melakukan pengaturan dan pengawasan pelaksanaan wakaf di 
Indonesia. Hal ini dikarenakan, semua Nadzir yang ada di daerah harus melaporkan 
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segala hal yang berkaitan dengan wakaf yang dikelolanya kepada Badan Wakaf 
Indonesia (BWI). 
Proses pendaftaran Wakaf Tunai di Kota Makassar seperti yang disampaikan 
oleh Bapak Drs. H. Abdul Wahid, S. H., M. H selaku Sekretaris Badan Wakaf 
Indonesia perwakilan Sulawesi Selatan sebagai berikut: 
a. Wakif/Pewakaf datang ke Bank Syariah yang ditunjuk oleh BWI/ Pemerintah 
(Kementerian Agama) yang berdasar pada UU No. 41 Tahum 2004 pasal 28 
sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Tunai 
b. Wakif mengisi formulir yang telah disiapkan oleh Bank Penerima setoran 
Wakaf Tunai berdasarkan identitas wakif 
c. Wakif menyetor dana/uang kepada Nadzir (Bank Penerima Setoran) sebagai 
Pengelolah dalam jumlah yang diwakafkan 
d. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (Pejabat Bank Syariah) membuat bukti 
setoran wakaf dan membuat Akta Ikrar Wakaf Tunai 
e. Pewakif Wakaf Tunai menandatangani penyerahan dan Nadzir 
menandatangani penerimaan Wakaf Tunai 
f. Nadzir/Bank Penerima Wakaf Tunai ini mengelolah dan mengembangkan 
wakaf tunai sesuai amanah wakif untuk kemaslahatan umat berdasarkan asas 
manfaat 
g. Wakif memegang bukti Akta Ikrar Wakaf Tunai kemudian melapor ke 
Kementerian Agama dan BWI untuk diketahui. 
Proses pengelolahan Wakaf Tunai di Kota Makassar menurut BWI dimana 




menyerahkan kepada umat yang sifatnya membutuhkan dengan mengajukan 
permohonan kepada Nadzir/Pengelolah (Bank Syariah) untuk dikembangkan dan 
memanfaatkan dana/uang untuk membantu mesyarakat yang miskin atau tidak 
mampu.  Bukti nyata hasil dari pengelolahan Wakaf Tunai di kota Makassar yaitu 
salah satunya seperti Wakaf UMI dan UIM untuk pendidikan dan juga beberapa 
pondok pesantren. Pengelolahan wakaf tunai juga untuk diproduktifkan seperti usaha 
minimarket dan lain-lain. 
Hambatan-hambatan yang dirasakan pihak BWI dalam pengelolahan wakaf 
tunai adalah sebagai berikut: 
a. Masyarakat/umat yang mampu belum memahami atau paham tentang tata cara 
wakaf tunai 
b. Kurangmya sosialisasi kepada masyarakat/umat yang kurang mampu 
c. Kurangnya kesadaran masyarakat/umat untuk berwakaf khususnya wakaf 
tunai  
d. Tingkat kepercayaan masyarakat/umat kepada pengelolah masih kurang. 
Menurut Bapak Sekretaris BWI perwakilan provinsi Sulawesi Selatan, 
pengelolahan wakaf tunai di kota Makassar ini belum efektif karena terdapat 
beberapa faktor, yaitu: 
a. Masyarakat/umat yang mampu belum sepenuhnya ingin berwakaf tunai 
b. Pengelolah/nadzir belum sepenuhnya dapat dipercaya oleh wakif/pewakaf 
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2. Pengelolahan Wakaf Tunai oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama 
Provinsi Sulawesi Selatan 
Secara nasional organisasi Kementerian Agama (dahulu Departemen Agama) 
resmi terbentuk pada tanggal 3 Januari 1946, bertugas membimbing dan 
mengendalikan kehidupan beragama sesuai dengan pembukaan UUD 1945 dan 
sebagai realisasi dari pasal 29 UUD 1945. 
Ketika wilayah Sulawesi Selatan dan Tenggara masih merupakan wilayah satu 
provinsi yakni Provinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara, instansi Departemen Agama 
di tingkat Provinsi ketika itu bernama Jawatan Urusan Agama (JAURA) 
berkedudukan di Makassar, Sulawesi Selatan. Kepala Jawatan Urusan Agama yang 
pertama dijabat oleh Bapak Gazali (1950-1952), yang berkantor di Jalan Jenderal 
Ahmad Yani Makassar (sekarang Kantor Polwiltabes Makassar). Kantor Jawatan 
Urusan Agama ini bertugas sebagai perpanjangan tugas pemerintah pusat pada bidang 
agama dan keagamaan di tingkat provinsi. Setelah Bapak Gazali menjabat kepala 
Jawatan tahun 1950-1952, dilanjutkan oleh Bapak Ismail Napu (tahun 1952-1955) 
dan selanjutnya H. Zainuddin (1955-1960). 
Pada tahun 1960, Kantor Jawatan Urusan Agama Provinsi Sulawesi Selatan 
dipindahkan dari Jalan Jend. Ahmad Yani ke Jalan WR. Supratman pada masa Bapak 
Rahman Tahir (1960-1962). Pada tahun 1964, dijabat oleh KH. Badawi (1962-1964) 
terjadilah peralihan wilayah administrative provinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara 




wilayah administratif, ditandai dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
1964. 
Seiring dengan tuntutan pelayanan pemerintahan, maka pada masa jabatan 
KH. Hasan (1967) Kantor Jawatan Urusan Agama berubah nomenklaturnya menjadi 
Kantor Perwakilan Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Perubahan 
nomenklatur ini diharapkan dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada 
masyarakat, khususnya di Sulawesi Selatan. Perubahan nomenklatur ini juga, 
menjadikan lokasi kantor dipindahkan ke Jalan Nuri hingga sekarang ini, pada saat itu 
dijabat oleh Bapak KH. Muh. Siri (1967-1970). 
Berdasarkan Kepres Nomor 44 tahun 1974, Keputusan Menteri Agama 
Nomor 18 Tahun 1975 tentang Kedudukan, tugas pokok, fungsi serta susunan dan 
tata kerja Departemen Agama, maka instansi Departemen Agama tingkat provinsi 
berubah nomenklaturnya menjadi Kantor Wilayah Departemen Agama, termasuk 
Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan. 
Seiring dengan perkembangan dan semakin luasnya cakupan wilayah kerja, 
maka nomenklatur Perwakilan Departemen Agama dirubah menjadi Kantor Wilayah 
Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan. 
Perubahan nomenklatur ini, dilatari dengan semakin luasnya cakupan wilayah 
kerja pemerintahan, sehingga tuntutan pelayanan yang lebih khusus dan optimal 
terkait dengan pembinaan agama dan keagamaan di Sulawesi Selatan menjadi suatu 
keniscayaan pada saat itu. Posisi Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama pada 




Pada tahun 2005, dilakukan serah terima asset oleh Kanwil Departemen 
Agama Provinsi Sulawesi Selatan kepada Kanwil Departemen Agama Provinsi 
Sulawesi Barat, yakni 3 (tiga) Kantor Departemen Agama Kabupaten yang dibawah 
wilayah Provinsi Sulawesi Barat, seperti Kabupaten Polewali Mamasa, Majene dan 
Kabupaten Mamuju pada saat itu. 
Pada tahun 2010, atas terbit Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 
tentang perubahan Departemen menjadi Kementerian, maka nama Departemen 
Agama dirubah menjadi Kementerian Agama. Saat ini Kantor Wilayah Kementerian 
Agama Provinsi Sulawesi Selatan secara struktural membawahi 23 Kantor 
Kementerian Agama Kabupaten / Kota se-Sulawesi Selatan. 
Pelaksanaan kegiatan dan program Kantor Wilayah Kementerian Agama 
Sulawesi Selatan, tetap mengacu pada tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian 
Agama sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia 
Nomor 372 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah 
Kementerian Agama Provinsi dan Kabupaten/Kotadan kemudian diubah menjadi 
Peraturan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Instansi Vertikal Kementerian Agama.
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Adapun tugas dan fungsi Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan: 
a. Perumusan visi, misi dan kebijakan teknis dibidang pelayanan dan bimbinga 
kehidupan beragama kepada masyarakat di provinsi 
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b. Pembinaan, pelayanan dan bimbingan masyarakat Islam, pelayanan haji dan 
umrah, pengembangan zakat dan  wakaf, pendidikan agama dan keagamaaan, 
pondok pesantren, pendidikan agama Islam pada masyarakat dan 
pemberdayaan mesjid serta urusan agama, pendidikan agama, bimbingan 
masyarakat Kristen, Katolik, Hindu, serta Budha sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 
c. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan administrasi dan informasi 
d. Pembinaan kerukunan umat beragama 
e. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian dan pengawasan program, 
daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan 
tugas Kementerian Agama di provinsi 
f. Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan 




Dalam pelaksanaan dan pengelolahan wakaf di Kementerian Agama termasuk 
dalam bidang Penerangan Agama Islam, Zakat, dan Wakaf (PENZAWA) yang 
memiliki tugas melaksanakan pelayanan, bimbingan, pembinaan, dan pengelolaan 
sistem informasi di bidang penerangan agama islam, pemberdayaan zakat dan wakaf 
berdasarkan kebijakan teknis yang diterapkan oleh Kepala Kantor Wilayah 
Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Dan memiliki fungsi sebagai berikut: 
a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang penerangan 
agama islam, zakat dan wakaf;. 
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b. Penyiapan pelayanan, bimbingan, dan penyiapan pembinaan di bidang 
penerangan dan penyuluhan agama islam, kemitraan ummat dan publikasi 
dakwah, hari besar Islam, seni budaya islam, musabaqah al-quran dan al-
Hadits, zakat dan wakaf, serta pengelolaan sistem informasi penerangan 
agama islam, zakat dan wakaf; 




Pengelolahan wakaf tunai oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. 
Sulawesi Selatan belum terlalu signifikan karena wakaf tunai adalah jenis wakaf yang 
tergolong baru di Kota Makassar. Biasanya wakaf tunai dipergunakan dalam 
mengelolahan tanah wakaf, pemberdayaan mesjid yang berdiri diatas tanah wakaf, 
dan dalam bentuk beasiswa terhadap mahasiswa-mahasiswa berprestasi ataupun 
kurang mampu. 
Bukti nyata dari pengelolahan Wakaf tunai dalam pemberdayaan mesjid 
adalah Mesjid Al-Markaz Makassar. Menurut Bapak H. Mulyadi, SH selaku Kasi 
Pemberdayaan Wakaf, Mesjid Al-Markaz menerima wakaf tunai untuk memperbarui 
fasilitas-fasilitas mesjid dan memperbaiki bangunan-bangunan mesjid. Dana wakaf 
yang diamanahkan hanya untuk pembangunan masjid secara fisik dan penyaluran al 
Qur‟an ataukah diperbolehkan untuk pemberdayaan serta pengembangan fungsi 
masjid. 
Selanjutnya, bukti lain dalam pengelolahan wakaf tunai yaitu dalam bentuk 
beasiswa terhadap mahasiswa-mahasiswa berprestasi dan kurang mampu terlihat pada 
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Universitas Muslim Indonesia (UMI). Dana wakaf tunai yang masuk dari berbagai 
sumber diterima oleh bendahara yayasan (Bagian Administrasi Keuangan) dan 
bekerjasama dengan Lembaga Keuangan Syariah yaitu Bank Sulselbar Syariah. 
Wakaf tunai tersebut disimpan di dalam rekening dalam bentuk titipan (wadi‟ah). 
Dana Wakaf Tunai yang sudah terkumpul kemudian disalurkan ke fakultas-fakultas 
Universitas Muslim Indonesia untuk dimanfaatkan. Mekanisme penyusunan anggaran 
dibuat oleh masing-masing fakultas-fakultas yang digunakan untuk biaya operasional 
fakultas, operasional lembaga, perawatan gedung, pembangunan sarana dan prasarana 
seperti lokasi (tanah) dan gedung serta tunjangan beasiswa. 
Hambatan-hambatan dalam pengelolahan wakaf tunai: 
a. Belum didukung oleh regulasi yang memadai, sebelum lahir UU No 41 tahun 
2004 yaitu PP No 28 Tahun 1977 dan UU no 5 Tahun 1960 tentang peraturan 
dasar pokok Agraria, hanya mengatur benda-benda wakaf tidak bergerak dan 
diperuntukan lebih banyak untuk kepentingan tertentu saja, seperti masjid, 
pesantren, kuburan dan lain-lain.  
b. Kurangnya kepercayaan masyarakat kepada Nadzir dalam pengelolahan 
wakaf uang 
c. Lemahnya pemahaman umat islam tentang wakaf, misalnya keyakinan 
sebagian umat Islam bahwa harta wakaf tidak boleh ditukar dengan alasan 
apapun,  Selain itu  kebanyakan masyarakat mempercayakan harta wakafnya 
bukan kepada nazir yang resmi tetapi kepada seseorang yang dianggap tokoh 
dalam lingkungannya yang tidak diketahui persis kemampuannya dan harta 
yang diwakafkan adalah  hanya harta yang tidak bergerak saja. 




Menurut beliau juga, Wakaf Tunai belum terlalu efektif dalam 
menyejahterahkan umat di Kota Makassar. Alasannya karena wakaf tunai masih 
terbilang baru di telinga masyarakat dan sosialisasinya pun masih kurang. Terlihat 
pada Wakaf Tanah yang dinilai sudah sangat dikenal oleh masyakarat dari tahun ke 




Tentang, Data Persertifikasian Tanah Wakaf di Kota Makassar 
Tahun 2014 2015 2016 
Yang Sudah Bersertifikat 
Lokasi 84 84 84 
Luas (M2) 59.127 59.127 59.127 
Yang Belum Bersertifikat 
Lokasi 195 195 195 







Lokasi 23 23 23 




Lokasi 45 45 45 





Lokasi 45 45 45 
Luas (M2) 47.019 47.019 47.019 
Jumlah Lokasi 279 279 279 
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Luas (M2) 410.629 410.629 410.629 
 
Diatas ini tabel yang berisi data persertifikasian Tanah Wakaf di kota 
Makassar dari tahun 2014 sampai dengan 2016. Dari situ bisa ditarik kesimpulan 
bahwa Wakaf Tanah yang sudah sangat dikenal belum terlalu efektif karena banyak 







Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah: 
1. Pelaksanaan Wakaf Tunai berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 
Tentang Wakaf bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf 
khususnya wakaf tunai dilakukan dengan prinsip syariah, antara lain dapat 
dilakukan melalui pembiayaan mudharabah, murabahah, musharakah, atau 
ijarah. 
2. Pengelolahan Wakaf Tunai oleh Lembaga Wakaf untuk menyejahterakan umat di 
kota Makassar sangat terlihat pada bidang pendidikan dan ekonomi. Pada bidang 
pendidikan, wakaf tunai dikelolah untuk digunakan untuk biaya operasional 
universitas baik dalam tiap fakultas maupun lembaga yang dinaungi, perawatan 
gedung-gedung, pembangunan fasilitas-fasilitas universitas dan terpenting adalah 
beasiswa bagi mahasiswa yang berprestasi maupun yang tidak mampu. Dalam 
bidang ekonomi, masyarakat dapat dibantu dengan membuka usaha berbasis 
produktif seperti toko atau minimarket. Wakaf tunai juga sering digunakan dalam 









B. Implikasi Penelitian 
1. Dengan mengetahui pelaksanaan dan pengelolahan wakaf tunai, masyakarat 
diharapkan dapat mewakafkan harta bendanya dalam bentuk cash/uang tanpa 
harus menunggu memiliki sebidang tanah terlebih dahulu. 
2. Bagi masyarakat yang tidak mampu ingin merasakan fungsi wakaf tunai bisa 
langsung mendatangi nadzir atau lembaga wakaf tunai yang berwenang dalam 
pengelolahan wakaf tunai. Dimana nadzir disini fungsinya membantu 
mengelolah dana wakaf untuk dikembangkan oleh masyarakat yang tidak 
mampu. 
3. Lembaga Pengelolah Wakaf Tunai hendaknya hendaknya dalam mengelola 
wakaf tunai lebih profesional dengan membuat laporan-laporan (pembukuan) 
dalam menjalankan amanat yang diberikan oleh wakif. Melakukan orientasi 
pembinaan Nadzir, wakaf produktif, dan wakaf tunai. Mengubah pola pikir 
Nadzir yang biasa atau tradisional menjadi produktif. Memperkuat Lembaga 
Pengelolah Wakaf Tunai dan mendorong membuat perwakilan BWI baik di 
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 Pedoman Wawancara adalah daftar pertanyaaan yang ditanyakan oleh Peneliti 
kepada Narasumber secara sistematis. Berikut daftar pertanyaannya: 
1. Bagaimana proses pendaftaran Wakaf Tunai di Kota Makassar? 
2. Bagaimana proses pengelolahan Wakaf Tunai di Kota Makassar? 
3. Apa bukti nyata hasil dari pengelolahan Wakaf Tunai di Kota Makassar? 
4. Apa saja hambatan yang Bapak/Ibu rasakan dalam pengelolahan Wakaf 
Tunai? 
5. Menurut Bapak/Ibu sudah efektifkah pengelolahan Wakaf Tunai dalam 
menyejahterakan umat di Kota Makassar? Berikan alasan! 
6. Menurut Bapak/Ibu mengapa Wakaf Tunai baru diperkenalkan pada tahun 




























Wawancara bersama Bapak Drs. H. Abdul Wahid, S. H., M.H selaku  





Wawancara bersama Bapak H. Mulyadi, S. H selaku Kepala Seksi Pemberdayaan 
Wakaf  
Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Sulawesi Selatan 
 
Foto bersama Bapak H. Mulyadi, S. H selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Wakaf  
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